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·1 Mengingat : I.Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 19.56 tentang 
} Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam - 
~- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
:: Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

_ ... ,·,·-·.-~-KA_H_·,l-NI-T-EL_AH_D_IE_K_SA_M ..... 1-NA-S~I., Lembaran Negara Republik Indonesia N~mor 1092); 
·, OLEH·KABAG, HUK __ ~M SETKAB? Undang-Undang Nomor 17 Tahun. zoaa tent?11g Keuangan 

~\~ALUNuUN · Negara (Lembaran Negara Republik flndones1a Nomor 47, 
r·-N-m-~o-.R-:-. ~o ·- · Tambahan Lembaran Negara Republik Ipdonesia Nomor 4286); 
f~ANGGAL 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
j ·r Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

-~1 : .,, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
i 4. Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

iii Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik ~ ·,, Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

~ 5. Uf1~ang-Undang Nomor 6 TahU!J:! . 2014 tentang Desa 
,, {L~inbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

b. bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
: pada huruf "a" diatas dipandang perlu membentuk Peraturan 
i' Bupati Simalungun tentang Pedoman: Penyusunan Anggaran 
I Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Ailggaran 2015. 

:~: 

I . ~ 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keuangan nagori disertai 
dengan sumber -sumber pendapatan dan belanja nagori yang . 
akan dituangkan dalam Peraturan Nagori tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun 

, Anggaran 2015. 
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6/Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

~Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
,(Nomor 244, Tambah8;11 Lembaran N~gar\ Republik Indonesia 
.Nomor 5587) sebagaimana telah d1ubaja dengan Peraturan 

.Pemerintah Pengganti Undang-Undang N.;pmor 2 Tahun 2014 ~ 0 .tentang Perubahan a~s Undang-Und~g Nomor 23 Tahun 
}2014 tentang Pemerintahan Daerah tf(Lembaran Negara 
Rep-y.:"f?lik Indonesia Tahun 2014 NorrtRr 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No111gr 5589);. 

7. Peratiiran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik: 
.Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran · 
-Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8.'.Peratµran Pemerintah · Nomor 43 Taj}un 2014 tentang 
Per~'1"an Pelaksanaan Undang Undang ~omor 6 taJ:1un 2014 
Jentiftig Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
'.2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
;Indonesia Nomor 5539); 

9.-Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja 

.Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

.Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
-Nomor 5558); · 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang . 
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun _Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Nagori :~:(Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 ' Nomor 13 seri "D" 
Nomer 13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bimalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nomor 14); 

13.,Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
/2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerj-~ Perangkat . Daerah 

,_ Kabupaten Simalungun (Lembaran /IDaerah Kabupaten 
... . . . . . Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 ~eri "D" Nomor 16) 

·• . .·.,:,/(Al-r!.NI TELAH DIEKSAMINA~I ebagaimana telah diubah beberapa kEili terakhir dengan 
• OLEH KABAG, HU KUM SETKAB. ah b · al ;,,, ' l S.,IMALUNGU'N . eraturan Daer . Ka. upaten Sim un~n Nomor 3 Tahun 
.i NOMOR. ------· 014:1 tentang Perubahan keempat at~~ Peraturan Daerah 

,..:;.,..;. :JC> abupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang TANGGAL . . . . ,• !-...:::::.:.:.;~~+--~---Organisasi dan Tata Kerja Perangkat : Daerah Kabupaten :. 
·\lf imalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 

L.::·.2.o~-~\:;:..f2.D~l;::.b_1-- ...... ----:._"'.r. ahun 2014 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3); · . .. 
14.;Peratv-ran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 

1t20liit'r tentang Anggaran Pendapatan 4~ Belanja Daerah 
RKabijpaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 {Lembaran 
;Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D 
;]Nomor 6); 

15:tPeraturan Menteri · Dalam .Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
· ftentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

:(Belanja Daerah; 
16.:;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 

,ttentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pernerintah 
~Kabupaten/Kota kepadaDesa; 



,•. _·;..... ~~~~~~~~~~~~~~~___._._'J~~~~~---- 

5. Keuangan Nagori adalah semua hak dan .kewajiban Nagori yang dapat. 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagori. 

Pasal 1 
t..; ',, ··.i, 
JJ. 

BABI 
KETEN'i'UAN UMUM 

.. -_ (si<AH \NI TELAH OIEKSAMINASI 
·,· , o_·L· EH KABAG, HUKUM SETKAB. r™~ ~MALUN __ G~u~_~ __, 
~ NOMOR: ~1 . - 

I i---;.ANGGAL . J . P~.f::Af 

·, 1· I ..Al 
L&l2, -, -_.,;:t~~> l ,L '" .. : 

j . Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Nagori adalah nagori dan nagori adat atau yang disebut dengan nama lain, 

· selanjutnya c:U~ebut Nagori, adalah kesatuan mgsyarakat hukum yang 
memiliki .,bat~~i wilayah yang berwenang untuk i~ngatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. · · 

2. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah · Nagori adalah Pangulu atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat · Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Nagori. .;. 

4. Maujana nagoriNagori atau yang disebut dengan ngma lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. , . 

Menetapkan: · PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN'. TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN. PENDAPATAN ·oAN BELANJA 
NAGORI TAHUN 2015. tf.: 

h:· 

MEMUTUSKAN: 

i 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nortior 32 Tahun 2006 
'tentang Pedoman Administrasi Desa; '(':. 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tent:aµg Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; . 

19. Peraturan Bupati Simalungun -Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
PeruJ~ahan Kedua Atas Peraturan BupatL@.imalungun Nomor 3 

:Tah-\llh 2009 tentang Rincian Tugas, Fll\iiigsi · dan Tata Kerja 
.Pada" Organisasi · Lembaga Tehnis Daerah · Kabupaten 
Simalungun (Serita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20); 

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang 
.Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
·'.di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita 
:Daerah ·Kabupaten Simalungun Nomor 237 }; 

21. Peraturan Bupati Simalungun Nornor 02 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta 
Tunjangan Maujana Nagori 'di Kabupaten Simalungun Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 238 ); 

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ;0.1C:fahun 2015 tentang 
Dana Desa di Kabupaten Simalungun 'Pahun Anggaran 2015 
{Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor .~I.); 

t·' . 



; 

·' 

. 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang _selanjutnya1~disingkat SILPA adalah 
. . selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeiuaran.' anggaran selama satu 

periode anggaran. 
23. Peratu.ran Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan . 

oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana nagori. 
: . ;'~ ; •:~ .~ . 

f1··t 

1 e ap 
·. aan Nagori adalah' Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 

nagori yang masuk ke APBNagori melalui rekening kas nagori. 
19. Pengeluaran Nagori adalah Dang yang dikeluarkarsdari APBNagori melalui 

rekening kas nagori. · '.:-' , · . 
20. Surplus Anggaran Nagori adalah selisih lebih antara pendapatan nagori 

dengan belanja nagori. 
21. Defisit Anggaran Nagori adalah selisih kurang antara pedapatan nagori 

dengan belanja nagori . 

14. Sekretaris Nagori adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan k~ijangan nagori. . · :f• 

15. Kepala urusJf adalah unsur dari pelaksana f~knis kegiatan dengan 
bidangnya. 

. · ' J 6 Bendab_flra adalah unsur staf sekretariat nagori yang membidangi urusan 
~ ; .. KAH !NI T~LAJi DIEl(ad.!WfiH.i· asi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagori. 
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. 

S,,1MALUNl.,'0NRekeni Kas Nagori adalah rekening tempat menyimpan · uang 
:-;,:,-~o-R :-. -2,o(! nagori yang· meri.ampung seluruh penerimaan nagori dan 

·-;ANOGAl an untuk membayar seluruh pengeluaran ~agori pada bank yang 

•. ;.,1 

.)~/·· }t;1. 
6. Pengelolaan ~~juangan Nagori adalah keseluruharr'kegiatan yang meliputi 

perencanaan, -.~ pelaksanaan, · penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan · nagori. . 

7. Rencana Kerja Pemerintah Nagori, selanjutnya disebut RKPNagori, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori untuk 
jangka waktu 1 (satu) Tahun. 

· 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APBNagori, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori. 

9. Dana Nagori adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi. Nagori yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateri/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kernasyarakatan, ·· dan pemberdayaan 
masyarakat. "t-J 

10. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat AON, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja (: Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. ' . 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagori adalah Pangulu atau 
sebutan nama, lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagori. 

~! .· 
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagori yang selanjutnya disingkat 

~- PTPKN adalah unsur perangkat nagori yang membantu Pangulu untuk 
melaksanakan .pengelolaan keuangan nagori. 

,. 



,.. .; 

t:~· 
(1) Sekretaris Nag~ri sebagaimana dimaksud dalam PEt:sal 4 ayat (1) huruf a 

bertindak sel~ koordinator pelaksana teknis ,pengelolaan keuangan . ,. . . ' nagori. 
Sekretaris Nagori selaku koordinator pelaksana teknis 'pengelolaan 
keuangaii nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyusun ij dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran 

Pendapatal(!.jpan Belanja Nagori; {·~ 
·_;-. 

... 

.. 
::-1 Pasal 5 

(2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Pangulu 

a. Sekretaris Nagori ; 
b. Kepala · Seksi ; dan 
c. Kepala Urusan Keuangan / Bendahara. 

Pasal 4 

Pasal 3 
\:' 

Pangulu ;: adajah · pemegang ke~asaan pengelolaah keuangan nagori dan 
mewakili Pemefintah Nagori dalam kepemilikan kekayaan milik nagori yang 
dipisahkan. 
Pangulu • sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagori 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan' kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan d~ 

Belanja Na~~ri; · ':,, 
b. menetapkan PfPKN; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagori; 
d. menyetujui pengehiaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori; dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori. 
Pangulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagori, dibantu oleh 
PTPKN. . 

(1) 

.J 
(2) 

~ 

~ 

~ 

r 

(3) 

,. BAB Ill 
'lKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI 

(l} Keuangan Nagori dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan Nagori · sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. 

,.. 

BAB n 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI 

. Pasal 2 



;. 
alij 

Pasal 8 
~1Mr.:,Lt.Hl(,U~i . 

• -~~-J~a,o:r·:·-..•·T>.•>.'•· . ., ' 

(1) Anggaran_ Pendapatan dan Belanja Nagori,terdiri ata ~.P'.'-~~--.:&l.~.;;..~.i ..... _ 
a. Pendapatan.Nagori . "''.c1NGG,~.;_ } ~·;,.,:AF . "' -----y~ b. Belanja Nag,~; dan '.. ::_ j 

' '' 2~ - \ - !2.0\S j , c. Pembiayaan Nagori. __ ,,~_..._ -- 
{2) Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

cliklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, 

'Ai .. , 
t 

. BAB iv· !ic PENDAPATAN DANBELANJA N49_o_RI _ 
. . 'i ... ~3KP,li.!NI Ti:Ll~H [.i,:;:;{$/\l'ilNASI 

01.EH 1\/'i.SACi, HlKUivJ·SETKA6. 

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat 
oleh staf pada Urusan Keuan_gan. 
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
menerima, menyimpan, menyetorkanj'membayar, vmenatausahakan, -dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan;,}lagod dan pengeluaran 
pendapatan nagori dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori 

:•.·. 
Pasal 7 • 

lj 
I (1) 

(2) 

f 

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
bertindak seba~_ai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. · 

(2) Kepala Seksi ~iagaimana dimaksud pada ayat (1) ip~mpunyai tugas: 
a. menyusun'trencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan 

Nagori yang telah ditetapkan di dalam · Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori; 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan; · 

'd. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; · 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pangulu; dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. , 

b. menyusun.Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori; · 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan · ya ag telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaba.tj;~;pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori; dan 

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 
Anggaran 1;:fndapatan dan Belanja Nagori. l.;,, 

~ ~ 
Pasal 6 



:. ;_ 

., .(7) Lain-lain· pendapatan asli nagori sebagaimana dimaksud pada ayat {3) 
· \ huruf d antara lain hasil pungutari nagori. 

"!,· Pasal 10 

(1) Kelompok pe~tapatan transfer sebagaimana dJt~sud dalam ·.Pasal 9 
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: ~' iii.,fi,J:,i-,.d,1i lfL,•.H (,iEtC:i):.MINASI 
a. Dana Nagori; ; OLEH KA.BAG, HlKUM SEl"KAB. 

b. Bagian dari Basil Pajak Daerah Kabupaten/ttl~~W~,tiH.s.1·~~1,,.,1,:,,1~w;1.i;;,ia; 
. ~ •\Ql\,C--~ . ~ ~ 

c. AlokasiDanaNagori(ADN); t .. =:~:-::~G;:~7· · f}l! -~,·F'"'- 
\! ,\1'tl..:I ~·"·:.. ~ ~!'" ~ t'.,,"'\f 

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan r,-_, . .._=-~-r-··''~ --a..Jl 
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten t22~J._~-~....,,l 

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APBNagori tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus] dan paling banyak 
30% (tiga puluh perseratus). 

. r 

~t 
·r--~ P 19 ·~ asa. ~1, I ~ 

(1) Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l)huruf a, 
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagori yang merupakan 
hak nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 
oleh nagori. 

(2) Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri 
atas kelompok: 
a. Pendapatan Asli Nagori (PAN); 
b. Transfer; dan 
c. Pendapatan Lain-Lain, 

(3) Kelompok Pendapatan Asli · Nagori sebagaimana djmaksud . pada ayat (2) 
liuruf a, terdiri atas jenis: F.~ 

a. Basil usaha; 
b. Basil aset; .. i 

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli nagori 

::.:,~~~- (4) Basil usaha nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain 
hasil Bumdes, tanah kas nagori. 

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3}T huruf b antara lain 
tambatan perahu, pasar nagori, tempat pemandian film.um, jaringan irigasi. 

. . . . . . 
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c adalah menibangun dengan kekuatan Jbndiri yang melibatkan 
peran serta mciijyarakat berupa tenaga, barang yangdinilai dengan uang. 

ti . 'r 
~ ~ 

I'·· ,. 
? 
'.il 

(3) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada · ayat ( 1) huruf b 
diklasifikasikari menurut kelompok, kegiatan, dan j~his. 

. ' . ~~ 
(4) Pembiayaan s~;~agaimana dimaksud pada ayat ·(1) P:uruf c diklasifikasikan 

menurut kelompok dan jenis, ;-{ 

Bagian Kesatu · 
Pendapatan 



(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf 
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi 
Pangulu dan Perangkat Nagori serta tunjangan Maujana nagori. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam 
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori,,. kegiatan pembayaran 
penghasilan tetap dan tunjangan. ' 

ff. 

r·i·r 
(1) Klasifikasi Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) 

f~ huruf b, terdiri atas kelompok: 
. - 
i 
I 

Pasal 13. ~ :·.~· 

(1) Belanja Nagori · sebagaimana dimaksud dalam Pasal s ayat (1) huruf b, 
meliputi : semua pengeluaran · dari rekening nagori yang merupakan 
kewajiban nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh nagori. · 

(2) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat Jl) dipergunakan dalam 
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagori 

Bagian Kedua 
Belanja Nagori 

Pasal 12 
=1' 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, terdiri atas Jehis: . . ' 
a. Hibah dan S'&nbangan dari pihak ketiga yang tid~ mengikat; dan 
b. Lain-lain pendapatan nagori yang sah. 

· · Pasal 11 

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalahpemberian berupa uang 
dari pihak ketiga. 

(2) Lain-lain pendapatan nagori yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga dan bantuan perusahaan .yang berlokasi di nagori .. 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori; 
b. Pelaksanaanj Pembangunan Nagori; 
c. Pembinaan ~~masyarakatan Nagori; 
d. Pemberdayaan Masyarakat Nagori; dan 
e. Belanja Tak Terduga. 

(2). Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagori yang telah dituangkan dalam 
RKP Nagori. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tet~ciiri~d~h~ilNASI 
a Pegawai· ' OLEH KABAG, Hl,KUM ~ETKAB. 

• ' ~.MALUrJ.(H.1;'! b Barang dan Jasa· dan =-..,,,. m,_. __ ,,,.._. •. ---""' 

. M dal ' ~2.~g!~~£..~.,;,.~-.61i1 . ...:2D..\£..__..M 
C. 0 • w.i.NGGAL : PA'.·iAF 

r.l 1~'· ~-- -,-·--- I , . 
Pasal 14 ~ 231 ~ \ _ . t 

l: ~~~ ... 



Keadaan .: darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain 
dikatenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan 'prasarana. 

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah 
Nagori dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, 

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dfynaksU:d pada · ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa )itau tidak diharapkan 
berulang danj'atau mennagorik. · 

Pasal 17 

(1) Belanja Modal sebagaimana dirnaksud .dalam Pasal 13 ayat ( uruf c, 
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelianj'pengadaan barang 
atau bangunan,,,_yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada. 
ayat ( 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagori. 

Pasal 16 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. :~:· · 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tulis kantor; 
b. benda pos; 
c. baharr/material; 
d. pemeliharaan; 
e.cetak/pengganqaan; 
f. se~a kantor nagori; 
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
h. makanan dan minuman rapat; 
i. pakaian dinas clan atributnya; 
j. perjalanan dinas; 
k. upah kerja; ·:\ 
1. honorarium,;:narasumber I ahli; 
m. operasional pemerintah nagori 
n. operasional Maujana nagori; 
o. insentifRukun Tetangga J;Rukun Warga; dan 
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

. •<' . 

Insentif Rukut!ttITetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf o adalah bantuan · uang untuk operasional lembaga RT/ RW dalam 
rangka membantu · pelaksanaan tugas . pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat nagori. · 

Y'-'rl"~~~--- ---· ""!'----- Pemberian barang pada masyarakat/kelomp k:.1~m~:w~o~~ .. ~ a 
dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan un uRLitidSn~attig!.Jp>~llUUl 
kegiatan. · . . .§i~~:~~: .... ·l --~ 

: ~~OMOR : . ao ~ ,r -:201t- · r~ ... ,._•c.--,.; . .._,., - ...... ~ ;s. 
' ~-ANGGAI t'G ;;-- ... ··· 
!~·~ •• ,~!~ .... ! , 

.·t 

~ -~ 
(3) 

#, ~ 

... 
°;;:·.· (1) 

,.. 

(3) 
.,. 

~ 

·'~' 
(4) 

,, . 

·~,. 

·. '.;' .. \ ... ... ,')~· . ... ~ ... .,,. . . . 
. '1? 

If 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
~~- dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 15 



..:._ ___._ -- 

·.1, · ... 

Pencairan dana cad gan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening 
dana cadangan ke rekening kas Nagori dalam ta n berkenaan. 

(7) Hasil penjualan kekayaru.1 Nagori yang dipis+,~.,·.\~;~ .. ·~~~ijW~. . . · . ud 
pada ayat (3) huruf c digunakan untuk m1l8angg~~-tt:penJu Ian 
kekaya~ nagori yang dipisahkan. ~~!.;1.~:§~i:...:-.'.b~:~ . 

. · .. jt... '>iNGBA1~ . i,M,,A;-·~ . .,,,,, .,.. Pasal 19 . , .. u -:-: -- . -.,:,,,,,; . ;.· 

: ;+ .. . . '2 . . 
Pengeluaran Rembiayaan sebagaimana dimak~ t, (2) 
huruf b, terdiri dari : 
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan 
b. Penyertaan Modal Nagori. . ~ . . 

(2) P~merintah iagori dapat · membentuk dan8: i2fi?angan sebag~~ana 
dunaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan 
dananya tidak dapat sekaligua/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun 
anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan Nagori . 

;.'; <~· ( 1) t .. 
r 

a. Penerimaan Pembi aan; dan 
b. Pengeluaran Pembi yaan. 

(3) Penerimaan Pembiay an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
mencakup: . :im . ·st 
a. Sisa lebih ~~rhitun an anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. Pencairan Dana Ca angan; dan . 
c. Hasil penjualan ke ayaan nagori yang dipisahkan. 

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain 
pelampauan pene · aan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dan kegiatan lanjutan. 

(5) SilPA sebagaimana · aksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pembiayaan yang di akan untuk: 
a.' menutupi defisit ggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi bel ua; 
b. mendanai pelaks · aan kegiatan lanjutan; dan :; .'· 
'c, mendanai kewajib lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaik 

( 1) Pembiayaan Nagori se agaimana dimaksud dalam ·pasal 8 ayat ( l) huruf c 
meliputi semua pe erimaan . yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang ak diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan.maupu pada tahun-tahun anggaran.berikutnya. . 

(2} Pembiayaan t~agori dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: ·~t · · 

Pasal 18 

(4) Keadaan luar biasa se agaimana dimaksud ayat (ifkarena KLB/wabah. 
. . . . . ~ 

(5} Keadaan darurat dan luar biasa . sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

(6) Kegiatan dalam kea an darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam be anja tidak terduga. 



.•·'.· 

Sekretaris Nagori menyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang 
AnggaranPendapatab dan Belanja Nagori berdasarkan RKP-Nagori tahuri 
berkenaan. 
Sekretaris Nagori menyampaikan rancangan Peraturan Nagori tentang APB- 
Nagori kepada Pangulu. · · 

t; ' 
Rancangan peraturan Nagori _ter;i.tang APB- Nagori *;~bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disanipaikan oleh Pangulu kepada ':fylaujana nagori untuk 
dibahas dan disepakati bersama. · it 
Rancangan Penaturan Nagori ·. ten tang AP ·:~;:~·-- .. -Jtl.;...f.-I.,-~~-- -. ,-~-~-~--· --~-~~1- ama 
seb~gaimana dimaksud pada ayat. (3) palin 1~aM:~~<1!llaHer, · t ~n 
berjalan, . -..-,.-- ... --~""'"·---t 

'. . ~~lf~~.£:!;...,.. ... .28.J.~~~=-EQ§,-.,· 
·r,\1·1GGA, .. J---2" :.,fj,F 

,;, Pasal 21 . ~- I 2:...,.., 
R P ;, I' N . i.23-\-_QO\S I . . ancangan ytaturan agon tentang Anggam-~ · Belanja 
Nagori yang telah disepakati bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 
20 ayat (3) disampaikan oleh Pangulu kepada camat atau sebutan lain 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagori tentang 
APB- Nagori. 

(3) Dalam hal ini Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu _ 4,, . . :!.==~~~sud pada ayat (2) Peraturan Nagori terse but berlaku 

() 
"i:J 

Pasal 20 

i..; 
I}· 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BABV. 
PENGELOLAAN 

(4) Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
Sh memuat: \' 
. J'· 

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; ?' 
b. program dai\~eg~atan yang akan dibiayai dari datf~ cadan~an; 
c. besaran darijrincian tahunan dana cadangan yangtharus dianggarkan; . 

·.,.. . .. . 

d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan . 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bersumber da:# penyisihan atas penerimaan .~;;Nagori, kecuali dari 
penerimaan {~g penggunaannya telah ditenfilkan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 
ditempatkan pada rekening tersendiri. · 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 
Pangulu. 

}(. 

'f·. 

; ~· 
(1) 

"- 

(2) 

.tt.1 
(3) 

(4) 

l 
l 

(1) 
:, .. .:- 

... 

.. 



;jJ 
. r 

(2) Cama~ menetf.;fkan hasil evaluasi Rancangan ~~,para~ Penda~ata dan 
Belanja Nagori'' dengan Surat Keputusan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja .sejak diterimanya 
Rancangan · Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapata dan Belanja 
Nagori 

(3) Dalam hal ini :itamat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana ~jmaksud pada ayat (2) Peraturan Ni:fgori tersebut .berlaku 
dengan sendirinya, · 

(4) Dalam hal ini Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan ·Pe~aturan 
Nagori tentang APB- Nagori tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pangulu' melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja · terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. · 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pangulu sebagaimana 
dimaksud ayat (4) dan Pangulu tetap menetapkan · Rancangan Peraturan 
Nagori tentang APB-Ngaori menjadi Peraturan Nagori , Camat 
menyampaikan usulan pernbatalan Peraturan Nagori kepada Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasia±i evaluasi Rancangan 
Peraturan Nagori tentang APB- Nagori · kepada Camat diatur dalam 
Peraturan Bupati. f'•nin~«i~---~------- 

llfA~KAH·-!Nf TELAH OIEKSAMINASI 
. OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. 

~!MALiJNGUN 1-a..,.,. _,,,._,._;,:~-,e.a'!tr.,te 
i\lQMO.R: :lC/~--- --· -I 

"#S!Ct,'a •:-i.,,..-.._.~ . ~ 2..0\.S" ·r,, •·•r- ~ '1 . , .• ,, .. , 
.... r«::ljAL i i:>t,.(:~;::. , 

.:JJ _, _ 2,:i~ -rz-- 1 
L......;;...------------------~------==- .. -J~ ....... _. ----. 

(1) Bupati mendelegasikan kepada Camat evaluasi Rancangan Peraturan 
Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori . 

. •,"•: 

Pasal 23 

·I 

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pangulu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pangulu tetap inenetapkan 
Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapata dan Belanja 
Nagori menjadi Peraturan Nagori, . Camat membatalkan Peraturan Nagori 
dengan Keputusan Camat . · · 

(2) Pembatalan Peraturan · Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekaligus menyatakan berlakunya pagu Aanggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pangulu hanya 
dapat melakukan pengeluaran terhadap . operasional penyelenggaraan 
Pemerintah Nagori. 

(4) Pangulu ·· memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagori Paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan selanjutnya Pangulu bersaina Mauj.ana nagori mencabut peraturan 
nagori dimaksud. 

'I: 

;., .. 

Dalam hal ini Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Nagori tentangAnggaran Pendapata dan Belanja Nagori tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
Pangulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sej~fliterimanya hasil evaluasi. ~)} ~ )h~ 

·,:, 

Pasal 22 · 

.-.r 



c__ -- -- 

! 

I 

I 

I 

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi 
I: oleh Sekretaris riagori dan di sahkan oleh Pangulu 

(3) Pelak:sana Kegiatan bertanggungjawab terhad9tp1 ...... ..w· ~U&Q.U.....j..1.1;;.i.+,1i'-"'NIW,iiiR"*I 

yang menyebabkan atas be ban anggaran el~AH !tite;A~~~t# . 
mempergunakan buku pembantu ka OL JiMfll,\( U~~M 5iJ~ 

· .......... ~ t,J1.:,UN 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di na ~,---·~ ........... - ......... .......,.,--.1 

NC!\'10P.: JlO{U111<- _ ..,l""il.f- . . -·--.·.···o~~("""'~~n . :·:":,l\r·JGGA.t t Pt,,~-.AF 
. · Pasal 28 · · ; ~~--1:-·~'& 

. . : 23'.] t • :i..ois L .: 
(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaim . ,,, ·crmam Pasaf 

27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat J:>~rmintaan Pembayaran 
(SPP) kepada P~gulu. . {> · 

.. ~ (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)· sebagaimana dimaksud pada ayat (:1) 
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan. atau jasa diterima. :·;' 

Pasal 27- 

(1) Pengeluaran nagori yang mengakibatkan beban Aanggaran Pendapatan dan· 
Belanja Nagg,iri tidak dapat dilakukan sebelurn, · rancangan peraturan · 
nagori tentangI Anggaran Pendapatan dan Belartjk Nagori ditetapkan 
menjadi peraturan nagori. 

(2) Pengeluaran nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran 
yang ditetapkan dalam peraturan pangulu. · 

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 
Biaya yang telah disahkan oleh Pangulu . 

Pasal 26 
i;,. 

·'i' 

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas nagori pada jumlah tertentu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah nagori. · 

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas nagori sebagahnana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dalam Peraruran Bupati. · ,,· . 

(1) Pemerintah Nagori dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 
nagori selain yang ditetapkan dalam peraturan nagori. 

; . 

Pasal 25 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Nagori sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

( 1) Semua penerimaan .dan pengeluaran nagori dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan Nagori dilaksanakan melalui rekening kas nagori. 

(2) Khusus bagi Nagori yang . belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah · Kabupaten. 

' . . 
U; 

Pasal 24 
.#>. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 



(1) Perubahan Peraturan Nagori tentang dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang rn.enyebabkan harus dilakukan :\{)ergeseran antar jenis 

belanja; . f·: 

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran {SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahunberjalan; 

,.{,· •'JJ • 

c. terjadi pen~bahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan nagori 
pada tahunberjalan; clan/ atau · . · 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti 'bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; . 

e. perubahan ·:,,mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. ..1'.f }' 

(2) Perubahan APJ:3'.'.. Nagori hanya dapat dilakukan 1 (sa:tu) kali dalam J. (satu) 
Tahun Anggaran. 
Tatacara pengajuan perubahan APB- Nagori adalah sama dengan tata cara 
penetapan APB.:. Nagori 

l 
Bupati 

i' ·: 

Pengadaan barang dan/atau jasa di Nagori d.'.n!m!!~ete1~m-~~~f1M1. 
· dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33· . 

Pasal 32 ., 
I 

Pasal 31 

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29, Sekretaris Nagori berkewajiban untuk: .·. 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran dtajukan oleh pelaksana 

kegiatan; . . · 
b. menguji 4}benaran perhitungan tagihan Eifas beban Anggaran 

Pendapatan'[ dan Belanja Nagori yang tercantum dalam permintaan 
,i pembayaran; 

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 

apabila tid~ memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ~~- - .. 

(2) Berdasarkan $\PP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagori sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pangulu rnenyetujui pennintaan pembayaran dan 
bendahara melakukan pembayaran. · 

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya 
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. · 

Pasal 30 

t~r.: 
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28layat (1) terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran {SPP); 
b. Pemyataan tanggungjawab belanja; clan 
c. Lampiran bukti transaksi 

Pasal 29 
.. 



Bagian Keempat 
Pelaporan 

NASKAHJ.NI TELAH O!EKS.~MINASI 
OliEH KABAG. HUKUM SETKAB. 

L S)MALlJt{::iUN 

.... !- .... m-.~~.i~:!~~i:~~~=; 
~:NGGA~-f- tP.!£:.~,,~ 

- ~ t 
(k Pasal 37 ~~~L-. 2=,o~J.,,.~.~ .. ,--,· ·--· ~ 

,, ~: 'r, ..... 

( 1) Pangulu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori kepada Kecamatan untuk diverifikasi, 
setelah diverifikasi disampaikan kepada Bupati Cq. BPMPN Kabupaten 
Simalungun berupa: · 
a. laporan sen,,.ester pertama; dan .Jf r 

b. laporan sejester akhir tahun. , . .j; . 
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
(3) Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lam.bat 
pada bulan Juli tahun berjalan. · 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) huruf 
b disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. 

[l 

Penatausahaan penerimaan dan 
Pasal 35 ayat (2), menggunakan: . 
a. buku kas umum; · · 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank. 

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 

~~ 
(3) Bendahara Nagori wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungiawaban. . 
. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Pangulu dan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

{ 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagori 
(2) Bendahara Nagori wajib melakukan 'pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan · secara 
tertib. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 35 

Pasal 34 

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsf' dan APBD Kabupaten 
serta hibah dan bantuan pihak · ketiga 'yang . tid,~ · mengikat ke Nagori 
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Nageri tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, pet'\Jlbahan diatur dengan 
Peraturan Pangulu tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
N agori {,:; tt ~ ;;:, 

(2) Perubahan APB- Nagori sebagaimana dimak~ud . pada ayat '{I) 
diinformasikan kepada.Maujana. ~.r 



( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 dan ,r~asal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis · 
dan dengan media informasi yang mudah diakses ole.b masyarakat ... =::, 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pad i~~lA~l~@R~~~~klin 
pengumuman, radio komunitas, dan media inf rmasi 13!""~~'!. ~ 

. ..!!~~~-°'~ .. :~-B£l~~~~-· .' 
Pasal41 'At,G~rz· 

( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungja ~ l - 20 t§i"si pelaksan~~ 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. BPMPN Kabupaten 
Simalungun melalui camat atau sebutan lain. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaari · Anggaran Pendapatan . 
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disarnpaikan 
paling lambat 1,. (satu) bulan setela,h akhir tahun anggaran berkenaan, · 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat{I] Jnerupakan bagian 
tidak terpisahkan ~ari la po ran penyelenggaraan Pernerintahan N agori . 

·,-1, ":) 
Pasal 40. 

Pasal 39 

h 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi .Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran berkenaan; . · 
b. format Laporan Kekayaan Milik Nagori per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan · . 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke Nagori 

(4) Peraturan Nagori tentang lapora.n pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ·dilampiri: · 

Pasal 38 

( 1) Pangulu mt?:riyampaikan · laporan pertanggungjawaban .realisasi 
pelaksanaan Alggaran Pendapatan dan Belanja Nagtiri kepada Kecamatan 
untuk diverifikasi, setelah diverifikasi disampaikan kepada Bupati Cq, 
BPMPN Kabupaten Simalungun setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat · (1), terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. · 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Nagori. · 

. Bagian Kellina 
Pertanggungjawaban ,, 

; J 

H.· 

" 



• 

,-;,.,.;i,,AH}Ni Tt:LA.H OIEKSAMINASI 
OLEH KABAG, HUKUM SETl(A8. 

;.\~.'MALUNG UN N°¥~~~~--..·-~ I-L'-u,·r--.""-1! 
1111.hd"Wr..tu . ,~ n,. ~ 6 - 

(3)-.Pemerintah Kecamatan sebagai Koordinator Pendamping /Pembina 
Pelaksanaan Alokasi Dana Nagori (ADN) di tingkat Kecamatan yang. dibantu 
oleh Kasi :PMN adalah sebagai pengendali dan pengawas dengan tugas dan 
tanggungjawab sebagai berikut : 
1. Mensosiallsasikan pelaksanaan program- Alokasi Dana Nagori (ADN). 

kepada seluruh Nagori diwilayah Kecamatan. 
2. Melaksanakan sosialisasi untuk Tingkat Kecarnatan yang dipandu oleh 

Tim Fasilitasi/Pembina Kabupaten. · . 
3. Tim kecamatan wajib membina , . mengevaluasi, memverifikasi serta 

mengawasi setiap tahapan dalam penggunaa:n/ pelaksanaan dana 
Alokasi Dana Nagori sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

4. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan pelaksanaan ADN 
untuk pembangunan Nagori.. 

pemberian dan 
hasil Pajak dan 

( 1) Pemerintah Provinsi wajib mem.bina dan mengawasi 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagori dan Bagi 
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Nagori \ 

(2) Pemerintah Kabupaten sebagai tim fasilitasi pel4k.sanaan Alokasi Dana 
Nagori wajib membina, monitoring, dan mengawasi pelaksanaan · 
pengelolaan keuangan nagori. · · 1 

Dengan tugas dan tanggungjawab selaku tim fasilitasi pelaksanaan Alokasi . 
Dana Nagori di'Kabupaten Simalungun yakni : \: · 
1. Melaksanakan Diseminasi , data dan · informasi · ren tang. Alokasi Dana 

Nagori · 
2. Membantu Tim pendamping Kecamatan untuk memberikan pelatihan 

Orientasi kepada tim pelaksanaan Alokasi Dana Nagori di tingkat 
nagori. :it~ ( 1 •• 

3. Menentukajw besarnya Alokasi Dana Nagori y~g diterima berdasarkari 
rumus yangtelah di tetapkan. · 

4. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan mengawasi 
pelaksanaan ADN bersama tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam 
setiap proses tahapan kegiatan. · . 

5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Instansi 
terkait. 

c~. Memberikan laporan kemajuan nagori dalam mengelola ADN kepada 
Bupati Simalungun cq. BPMPN Kabupaten Simalungun. 

Pasal 43 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

r­ ~·. . 

Format Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan 
Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB- Nagori pada semester pertama dan 
semester akhir tahun serta · Laporan . Pertanggungja:waban Realisasi . 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf ):>, Pasal 
37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang .merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. . 

Pasal 42 
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STAF 

KABID 
J.R. KASUBBID 

' /· 
SEKRETARIS DAHRAH J · ; 
AS I STEN 

~ KEPALA BADAN 
SEKRETARIS 

.;; 

Ditetapkan dif(iamatang Raya 
Pada tanggal ,- -- Januari 2015 

;·1· 
:. :, . . . r . · .. 

BUPATI SIMALUNGUN, 
PENANGGUNG JAWAB .- 

·• 

t· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini •· dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun.: 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku 
selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2015. 

Pasal 46 

Hal-hal yang menyangkut Peraturan Bupati ini 'akan diatur selanjutnya 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 44 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

:: ;·~: 

~ ·~~- - . tri 
5. Memverifikasi Rencana Penggunaan Dana~fr: .(RPD) dan Laporan 

pelaksanaan APN Sekaligus rnembuat Surat P~hgantar Kepada Bupati 
Simalun~ c/ q Dinas PPKA Kabupaten Simalungun. 

6. Membuat ·:Jdan menyampaikan · rekapitulasi . seluruh laporan tingkat 
perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Nagori secara berkala 
kepada tim fasilitasi/Pembina · Kabupaten dalam hal ini BPMPN 
Kabupaten Simalungun .· 

t ... -,.· .• ~' 



' Mengingat : 1.Undang-Undang . Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah · Otonom Kabupaten Kabupaten dalam 

: Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
: Negara Republik Indonesia ·Tahun 1956.·Nomor 58, Tambahan 

Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); . 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003· tentang Keuangan 

~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7, 
,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
i (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2.004 Nomor 126, 
i Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i 1 tentang Pembentukan · 
"· Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik . 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

1 

: a. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati 
Sim.alungun Nomor .,. Tahun tentang , 
Pangulu menetapkan rancangan Peraturan Nagori tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori (APB-Nag); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori) sebagaimana 

_ dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati 
.' ·'·> . .:>KAH1NI TELAH DIEKSAMINASI bersama Maujana Nagori ; 
j - OLEH KABAG, HU KUM SETKAB. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
. . !~Lu..,~,~~N .., pada huruf a dan huruf b perlu. membentuk Rancangan 

'.:TM_O_ R: ;20 ~~. u:_>~-- 2!2 l p t N . t ta . A. P d . t 1... :.\_ era uran agor1 . . . . . . . . . . . . . . . . . en ng, nggara.., en apa an 
,.,,~.,:ANGGAL I PAllAF dan Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori 

l..-· "'."I JJ/ , ·~ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
:: :...:l:~3:,;;-J.;l-;.,::'.2-0~\S'::-a.-1-c:_ • ., (AP_. BNagori) Tahun Anggaran 2015 
·- I 

PANG{!LU , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

.i 

\;, 
: Peraturan Bupati Simalungun . 
: Tahun 2015 

Januari.'2015 
: Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja · 
· Nagori Tahun · Anggaran 2015. 

Lampiran I 
Norn or 

Tanggal 
Ten tang 

,,. FORMAT RANCANGAN PE~TURAN NAGORI TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJ..t\ NAGORI 

· .jv », t{ 

RAN~~GAN PERATURAN NA90RI '. N . 
KECAMATAN KABUPATEN SIMALUNGUN 

NOMOR TAHUN . 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 
TAHUN ANGGARAN . 



! ,· 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori 
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
: Tam;ijahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Un4:~g-Undang Nomor 23 Tahun 20141#~ntang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

· Nomor 244, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia 
. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
·. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201'.4 
. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
·: 2014 ·tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
· Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

·· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); . 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . · 

. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);.,.·. . · 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 't'ahun 2014 tentang 
-: Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
· tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 

. 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
: Indonesia Nomor 5539); 

9. Peraturan Pemeriritah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
·• Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

. Negara (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaj;~ Republik Indonesia 
Nomor 5558); r.· 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Nagori [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 209.3 }; /1 

11: Peraturan Daerah Kabupaten Si:nalungun .Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah 

-: Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri "D~ Nomor 
,, 13); . . . 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 
·. 209~ tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten · 
' Simhlungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "I)" Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten. 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ·:, 

r Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor · 1 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata · Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2014 Norn.or 3 Seri "D" Nomor 3}; : 

. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

~;2~-.J.--,r-.---: Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
•. · Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D 
; Nomor 6}; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; · 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 
kepada Nagori; -~:~,:_· _ 

'r: \ 
., t. 



- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - . -- 
Rp .. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp ·:;i ••••••.••••••••.•••• 

. !;:-/ 

c. Bidang Pembinaan Kem.asyarakatan_ 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja,:F· 

Surplus/ Defisit 

rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Nagori · 

Rp .. 
2. Belanja Nagori 

. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori . Rp .. 
b. Bidang Pembangunan Rp.. .. 

r .: ~ '; 

:\. 

Pasal 1 :·~ ,{/J tJ· 
Anggaran Pendapajan dan . Belanja Ngaori 

Menetapkan 

i 

Dengan Kesepakatan Bersama 
MAUJANA NAGORI .~ . 

DAN· 
PANGULU · _ ; . 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN '.;''.NAGORI . 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. 
NAGORI TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 
2015. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Administrasi Nagori; 

. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan ·Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; · '"~ . .. . 

19. Per~~ran Bupa~ Sirnalungun Nomor 1g~.'.I'_ahun 2013 tentang 
· PeI1!!)bahan Kedua Atas Peraturan Bupati'Simalungun Nomor 3 
· Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 

. 'Simalungun {Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 178);. 
20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang 

Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
: di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Simalungu.n Nomor 237); 

21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2015 tentang 
· Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta 
. Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
238.); · ·r · 

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor .. · Tahun 2015 tentang 
Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 . 

, (Betita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor .... ) ; · 



········································· 

.. ' ' 

Ditetapkan di .. 
·pada tanggal _. .. 

PANGULtJ 

NASKAH-.!NI TELAH DIEKSAMINASI 1 . 
OLEH KABAG, HUl<UM SETKAB. 

~JM~LUN!JUN ,..._ .~:1~·--· -· --""""'"II 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan · 
Nagori ini dalam Lembaran Nagori dan Berita Nagori oleh Sekretaris Nagori. 

. Rancangan Peraturan Nagori .ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal·S 

<~ 
Pangulu menetapkan Peraturan Nagori dan/ atau Keputusan Pangulu guna . ,·. 

pelaksanaan Peraturan Nagori ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan N agori ini. 

Pasal 2 , . 
Uraian lebih .Ianjut mengenai Anggaran · Pendapatani+dan Belanja Nagori 
sebagaimana dlmaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagori 
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

. - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - __ .. _ 

Rp . 
Rp .. 
Rp . 

3. Pembiayaan Nagori 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

i 

.- 

',tl 



J.R. SARAGIH 

BUPATI ,,tMAz.UNGUN, 
dto 

( nama lengkap l 
PAR.AF,. 

1: 

Sekretaris Maujana Nagori _ : 

I 
I 

1 · 

Wakil Ketua Maujana Nagori ·······: : . 

( nama lengkap l 

( nama lengka_pj { Nama lengkap \ , 

•· :i 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori (RAPB-Nagori) Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan oleh PIHAK 
PERTAMA, dengan penyesuaian · dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan 
yang terlampir pada Berita Acara ini. 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB­ 
Nagori Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita 
Acara mi. 

3. Selanjutnya PIHAK PER'rAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB­ 
Nagori Tahun Anggaran 2015 selaras dengan penyesuaian dari. perubahan sebagaimana .. 
tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja setelah.tanggal ditandatangani Berita Acara ini. · 

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Simalungun untuk dievaluasi 
selambat-lambatnya 5 (lima) Harl kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. 
Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 

rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
..................................... , ······························· 2015 

Pangulu Ketua Maujana Nagori ._ : . 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Maujana Nagori 
..................................... selanjutnya.disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Sekretaris Maujana Nagori .. Kecamatan 4. (nama lengkap) 

2. (nama lengkap) 

Wakil Ketua Maujana Nagori ,;{- Kecamatan 3. (nama lengkap) 

Pada hari Sttanggal ; bulan. ,\: tahun , 
kami yang bertandatangan di bawah ini : · ··· · 
1. {nama lengkap) '-: Pangulu .- ~ dalam · hal· ini bertindak untuk . 

dan atas nama Pemerintah Nagori yang 
beralamat di . selanjutnya disebut sebagai 
PIHA~ PER'(AMA 
Ketua Maujana Nagori Kecamatan 

PERSETUJUAN BERSAMA PANGULU ; . 
I DAN MAUJANA NA GORI .......•....................... ·; ... ,. 

TENT ANG l- 
RANCANGAN PERATURAN NAGORI TENTANG ANGGJ\RAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NAGORI TAHUN ANGGARAN.2015 !!, 

-,, Format 
PERSETUJUAN BERSAMA 

BERITA ACARA 
Nomor: . 

.. 
P'eaoma11 Penyusunan 

At'lggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori Tahun 
Anggaran 2015 . 

: Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 
Januari 2015 

Lampiran II 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



. . 

::::. ~ 
.. ··:iiKAH !NI T!!LAH DIEKSAMINASt Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003' tentang Keuangan 

~ OLEHKABAG,HUKUMSETKAB. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/ L ·- a!~~G~N Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); i'. · 

· ~'-i:!9.~.:.-2-0f~~-Q\~ ,.., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · 
·""~~GGA.!:__..,,.,}=·-r--1 Keu~gan antara Pe~eri~tah Pusat _dan Pemerintahan Daerah 

?. N l (Len1~aran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
~.,:,L~__L.~~· . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
.. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
· Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
: Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang · Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Nagori 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

Mengingat.: 1.Undang - Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi ·sumatera Utara (Lern.baran 

'Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 1092}; 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor Tahun tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran dan Belanja Nagori, Pangulu 
membentuk rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori); · 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan · 
Nagori . · tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori 
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
(APBNagori) Tahun Anggaran 2015 

PANGULU : : .. ·····, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . 

~ . ~ ·;· PERATURAN NAGORI . 
KECAMATAN J{ABUPATEN SIMALUNGUN 

NOMOR .' TAHUN 2015 

1r. TENT ANG 
ANGGtRAN PENDAPATAN DAN BELANJA ~'.?\'GORI . 

; 
1··-• TAHUN ANGGARAN 2015 .... 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang Pedoman Penyusunarr 

Anggaran Pendapatan dan 
Bel~ja Nagori Tahun · 
An~aran 2015 ... 

·~f/ 
FORMAT PERATURAN NAGORI · TENTANG ANGGARAN;PENDAPATAN DAN 

'. BELANJA NAGORI .. 2~ . 

·; 

Lampiran 1II: Peraturan Bupati 
Si.malungun 

Tahun 2015 
Januari 2015 

., .... • 

o;; 



-r 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t~htang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik -Indpriesia Tahun 2014 
Nompr 244, Tambahan Lembaran Negara .. '.Republik Indonesia 
Nom6t 5587) sebagaimana telah diubali. dengan . Peraturan 
Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 · 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2'3 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun · 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembgran Negara Republik Indonesia Nortj;p;r 5589); ~ffil ·l~, e. 

7. PeratUran Pemerinta:h Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor · 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

't--,l,. 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558);. · 

· 10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan · Keuangan Nagori (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 N omor 2093 ) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 · .. Nomor 13 seri "D" 
Nomor 13); ;:_ 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Keuangan Nagori [Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "If Nomor 14); . 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
200&.,,i tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten · Simalungun (Lembaran .Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 .Seri "D" Nomor 16) . 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 · Tahun 

:-;?-KA_H_' ·1-NI_T_l;L_AH_· -0-IE-K-SA_M .... lN-.A~S,I 2014;:-: ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
· uKUMSETKAB Kabu_~aten Simalungun Nomor 17 q,l._.;ah.un 2008 tentang -~ OLEH KABAG, H • ;lP . t_. ~!~~~~-~~-N---'1 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat . Daerah .Kabupaten 

· ·.\)if.CR: ao l_~~,.,a.,. ~ Simalungun ( .Lembaran Daerah Kabupaten Sirnalungun 
_···,~:;.At:i~·-r - i"~,:~.'-\F Tahun 2014 No:nor 3 Seri "D~ Nomor 3); . 
--·=r"'''""" 14 Peraturan Daerah K_ abupaten Simalungun Nomor 6 Tah un ~,.J-!20~_J 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 [Lembaran 
· Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D 
Nomor 6); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran ,Pendapatan da:n 
Belanja Daerah; . 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyerahan t:Jrusan Pemerintah 

· Kabupaten/Kota kepadaNagori; . s .. . 

.·:·. 

1·, . . , ,··· 



·.;,: ~ .. 

~--~f~i} 

Rp . 
Rp .. 

Rp ,.:t························· 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan { a - b ) 

= = ::;:: = = = = = ==- 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori . Rp . 
b. Bidang Pembangunan Rp . 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Rp : . 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp .' .. 
e. Bidang Tak Terdul MABKAH-!NITELAH DIEKSAMINAS •••••..•••••..••••••••.•.•..• 

OLEH KABAG, HOKUM SETKAB·. 
Jumlah Belanja ~.'MALUN0U~ 1;.: .. 

~~.-.:,,,,~¥n(hJIWl-:lilU!'lli...""· ~:·· 

Surplus/ Defisit ...:'.1.~}Y-'~.i.r1tb!E:~~-~ 
. ., u..-. ... ,-:. .... l\1 r, '· ~"'-AF . _' !"··-,.,;~~,;;.;_-,,,_ .· ;,. ·'· . 

c. PembiayaanNagori ~·1-.20,s JL 

Rp . 

dengan Tahun Anggaran 
,\[{ 
\.,. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngaori 
,.),~\ 

rincian sebagai beri~t: 
a. Pendapatan Nagori 
b. Belanja Nagori 

Dengan Kesepakatan Bersama . 
MAUJANA NAGORI ; .. . 

. DAN . 
··i -PANGULU 

•• > ,: MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN NAGORI TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI TAHUN ANGGARAN2015. 
Pasal 1 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 . Tahun 2006 
tenuf.#.g Pedoman Administrasi Nagori; :?_ 

18. Perafiiran Menteri Dalam Negeri Nornor 59 · Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 Ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peratu.ran Bupati Simalungun N omor 3 
Tahun 2009, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20); 

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahurr 2015 tentang 
Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2~7); 

21. Peraturan · Bupati Simaiungun Nomor 02}Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap dan Tunjarigan Pemerintah Nagori serta 
Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 
Anggaran. 2015 . (Berita Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 238 ); 

22. Peraturan · Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 2015 tentang 
Dana. Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor ...... ); 



i\';.· 
i:·' 

J~R. SARAGIH 

Dto 

TAHUN .;. NOMOR 2015 

BUPATI,;~IMALUNGUN, 

LEMBARAN NAGORI 

Diundangkan di. : . 
Pada tanggal : . 
SEKRETARIS NAGORI .. 

I NCMCR: :lo \:\u~ -:2('.)lS' 
r--;ANGGAI. PA RAF 

I a3 + "°IS:l 

................... , PANGULU 

Ditetapkan di . 
Pada tariggal . 

l~ASKAH-INI TELAH DIEKSAMINASI 
OlEH KABAG, HUKUM SETKAB. 

~MALUNG UN ....... 

Pasal 5 
Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang: dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Nagori irp. dalam Lembaran Nagori dan Berita Nagori oleh 

· Sekretaris Nagori 

pelaksanaan Peraturan Nagori ini. 

Pasal 2 
• Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercanturn dalam lampiran Peraturan_ Nagori 
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

-, ~' ! 

Pasal 3 
-. Lampiran-lampiran ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini. 

Pasal 4 
Pangulu menetapkan Peraturan Nagori dan/atau Keputusan Pangulu guna 



• I 

· I 

FORMAT APBNAGORI T.A. 2015 .. 
... 

ANGGAva~ PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 
NAGORI .....•...•....•.. KECAMATAN .•.......• KABUPATEN SIMALUNGUN 

TAHON ANQnAV4N 2015. {i' 
KODE :1. URAIJ\N JUMLAH .,. KETERANGAN • 1 •• REKENIN .,·.-.• Ro: 

s:« 
: .. ~. ··•i,~:: . 

1. ,!#-·"' 1 i.a u.~T4,N ... 
. 1.1 Pendaooian. Asli Desa 
1.1.1 Hasu usana 
1.1.2 Hasu Aset 
1.1.;:s eswaoaya a.~ Partisipasi 
1.1.4 Gotong I<oy._qng '· ..,.,_. 
1.1.~ Lam-lam P~ti,dapatan Asli_ Desa yang sah :f}{.t 

.. 

1.2 Pendaoatari Transfer 
· 1.2.1 Liana uesa 

1.2.2 rsagian can nasu pajak & retribusi daeran 
kabupaten/ Kata 

1.2.3 1ru0Kas1 Liana Liesa 
1.2.4 rsantuan .K.euangan 
1.2.4.1 : Bantuan i-rovmei 
1.2.4.2 Bantuan kanupatenr Kata 
1.3 Pendaoaiari lain lain 
1.3.1 H1bah 
1.3.2 1 zsumnangan aan pinak ke - ::s yang nuak mengikat 
1.3.;:s 1.ttasll kerjasama aengan pihak ke~~'.S 
1.3.4 - tsantuan perusanaan yang bertokasi 01 Desa :':. 

r.: 
~IINH'.4M PENDAPATAN 

2. ~ ... ..,. A 10' .I A : --- 
2.1 Bidang Pen.yelena,:,araan Pemer. ntahan Desa 
2.1.1 Pengnasnan Tetap dan 1 unjangan 
2.1.1.1 Belania Peaauiai 

- i-engnasuan 'retap Kepala uesa dan .Perang!{at 
- .rumangan .K.eprua Desa dan i-erengsat uesa - 'runjangan MaUJana 

2.1.2 Operasional Perkantoran 
.. 

' 

2.1.2.2 useianja .t:Sarang aan Jasa: 
- Alat · .L uns Kantor 
- Benda i-os ri· 
- i-akaian umas aan Atribut 
- PakaianKerja !,• 

- Aiat nan rsanan l\.eOerslhan .,.; 
- Perjalanan Dmas t,' 

- i-emeunaraan - Air, Listnk, dan 1 elepon - Honor 
- service ~~nctaraan roda dua 
- Penggandaan .photo copi :(r~·· 

2.1.2.3 Belania MolJ,al · ,,, ":~" A 1-ntJ I Tr.1 Aftin11:I( ~AHl!,.IA~I 
:- - .K.amputer OLEH KABAG HUKUM :E1K~.e 

- MeJa aan Kurs1 SJMALUNGUN 
MesmTlK :::i..~= . - i.1r,Mni:>. .,,._ ir •'- 
ast ........•........ ~·u•••• ..,~:-~···· - ~ - - - 'A-.,.. A .. ... " .. --.,, --·•<,. .. , .. - .. 

' 1V l :23- r -zolS 
w 

.~'; .. 
",':! 

.Peraturan Bupati Simalungun 
. Tahun 2015 

Januari 2015 
. : Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori Tahun 
Anggaran 2015. 

Lampiran IV 
Nomor 
Tang gal 
Ten tang 

;;, 

; 

-· 



. -............ __ 

L.4.L K.eg1atan .....•.•.. : ..........•.. .- . 
~Jr,•;.1-.M =---:~ 

• Ost ••••••..••••...•..••••••••• 
- Alat aa,n Hanan t'elatinan .. · .• --· - '"'''-" •"lfl11'4,...;:J1 

nl !:1-1 l<Ai:!A~ u111.,11•• -- ,. - 

- Honor l"'e1at1n 
setarua sarang aan rasa L.4.1.L 
kegratan ., . l.4.1 

.t.4 1ts1aang remoeraayaan masyaraKar 

xegiatan . IZ.!>.l 

- 1ast .. 
- Honor 11m 

MasKer penyarmg uaara 
i seiama earang aan rasa IL.!>.l.L 
Kegiatan .....•.........•...•.•.•...••••.•......•••.... 2.3.2 
- dst . 
- Alat Pelatihan 
- Konsumsi Peserta 
- Honor Pelatih 

2.3.1.2 Belanja Ba'(.jj;ng dan Jasa : 
2.3.1 Kegiatan .. ;·;}: . 
2.3 Bidang Pem.binaan Kema.syarakatan 

2.2.3 Kegiatan · 
- dst : . 
- Honor 0? 

2.2.2.2 Belanja Ba rang dan Jasa 1----------,--..,....,..aa--,-....,....-.,a;a....--------------------1-----,----------,--1----------,-·.- - Upah Kerja 

- dst . 
- Pasir 
- Aspal 

2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 1-,,,-,,.....,,....,,,.....----,,.....,.....:...,...:..,.-,-.,......,.----------~---------1-----,--------,--,--1----,--,--,~;~ 2.2.2.3 Belanja Modal 

- dst . 
- Honor 
- Upah Kerja 

2.2.1.2 Belanja Ba rang dan Jasa 

dst . 
Materiai 

- Semen 
· 2.2.1.3 Belanja Modal ··· 
2.2.1 Perbaikan Saluran lrigasi 
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

dst .•........•......•.•• 
Konsumsi Rapat 
Penggandaan 

- ATK 
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: 
2.1.3 Operasional RT/RW 

- Komputer 
2.1.2.3 Belanja Modal 

1 2 4 3 ;) 

·~· ~ .... 
.· ,;. Rp. 

URAIAN KETERANGAN ~·~ _··.::, ..•. , 
~ 

KODE 
REKENING 

JUMLAH 

"_:·. 



.. :~ :. 

J.R. SARAGIH 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

· no 

' '\. DITETAPKAN DI' : .. 
TANGGAL, . 

PANGULU . 

NASKAH !NI .TELAH DIEKSAMINASI . 
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. 

~MALUNGUN 
. ' ' 

I . 

KODE JUMLAH 
Keterangan 

REKENING 
URAIAN 

Rp. 

1 2 3 4 

2.5 Bldang Tak Terduga 
2.5.1 Keglatan ............................................. ., 
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 

- Masker penyaring udara 
- Honor.Jjm 
- dst ...... : ................... 

2.5.2 Kegiatan ......................................... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/DEF/SIT 
•,: 

,. .. ' 

3. PEMBIAYMN . 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 SiLPA 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 

JUMLAH (~p.) 
:''"'' 

3.2 Penge/uaftf,h Pembiayaan ... -• 

3.2.1 Pembentclkan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 

JUMLAH (Rp.) 

-· 



BUPATI SIMALU.NGUN, 
NASKAH-INI TELAH DIEl<SAMINASI I 

OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. 

N~~~-.:. :~~~~ 
.,..M·GGAL l X PP. ~'t\F r . - .,_ . ...J ,<· ... -=w 

~±~fl I 

Cara pengisian : ·"' 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok: belanja 

Nagori. · 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuaz dengan urutan. kegiatan dalam 

APBNagori. 
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. kolom 2 diisi dengan uraiati berupa rinciari kebutuhan dalam kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah oranq/ barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuari yang merupakan besaran untuk 

membayar orang/ barang 
7. kolom 5 diisi detsqan. jumlah perkalian aniara kolom 3 dengan kolom 4. 

Dto 
J.R. SARAGIH 

Pelaksana Kegiatan Disetujui/ mengesahkan 
Kepala. N agori 

................. , tanggal . 

NO. -'BRAIAN VOLUME HAR GA JUMLAH 
~t?~ SATUAN (Rp.) 
:. t·= .• (Rp.) {~~·. 

I 2· 3 4 5 

JUMLAH (Rp.) 

Rincian Pendanaan 

1. Bidang : ·/, . 
2 K . tan ,.,... . . egia : ,.':h· . 
3. W aktu Pelaksanaan 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

NAGORI KECAMATAN· : : · .. 
TAHUN ANGGARAN ~ r 

:Peraturan Bupati Simalungun 
·· Tahun 2015 · 
Januari 2015 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori Tahun 
Anggaran 2015. 

Lampiran V 
Nomor 
Tanggal 

· Tentang i 



,1, ( .. , .. 

Cara pengisian: 
Pelaksana Kegiatan 

....... ,Tanggal . 

..... ',, .. ;·-·;·'. 
"S:..-:·, ,·, Nagon · ,.,,: ·· 

. egia an: 
Penerimaari (Rp.) Pengeluaran(Rp.) Jumlah Saldo Tangga Dari Swadaya Nomor Belanja Belanj \ 

No. Uraian Pengembalian Kas l Bendahar Masyarak Bukti Barang a ke Bendahara . (Rp.) 
a at clan Jasa Modal 

1 2 3· 4 5 6 7 s· 9 10 
Pindahan Jumlah dari 
halaman sebelumnya 
.Jumlah 
Total Penerimaan Total Pengeluaran 

·•r- ... -··-<r·· -....;.:.,.,..:~:- Total Pengeluaran + Saldo Kas 
.. .. , . :: . ·~,.- ·.-.!,,,; . · .. _· ·.- ..... ~, .. 

1. Bidang 
2 K . t 

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
· ::<BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

"NAGORI . KECAMATAN : . 
TAHUN ANGGARAN ...•..................... .- . 

. ,.._.l· 

: Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan · 
dan BelanjaNagori Tahun Anggaran 2015 

Januari 2015 

:Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 

Lampiran V 
Nomor 

.Tanggal 
Ten tang 



. I• 

••7 ... -7.," .. • ...... ,. ;· ,~· . 
·1.·: . 

'"..: .. .- .. : 

---------------· -- - - 

J.R. SARAGIH 

Dto 

'" , .. 

BUPATI SIMALUNGUN, 

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. . 
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikari kepada bendahara. 
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 

8. Kolom. .6 diisi dengan notnor bukii transaksi: : , 
9. Kolom 7 diisi denga,:i jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 

1. Bidang diisi berdasarkan kiasifikasi kelompok. 
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkari dalam APBNagori 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
4. Kolotri 2 diisi dengan tanggal transaksi. 
S. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 
6. Kolom 4 diisi denqari jumlah rupiah yang diterima bendahara. · 
7. Kolom. 5 diisi dengan jumlah. rupiah yang diterima dari masijarakat. 



Petunjuk penqisian: ; ' 
Bidang diisi denqori kode rekening berdasarkan klasifi.kasi kelompok belanja 
Nagori. · 
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan. kegiatan dalam 
APBNagori. 
Kolom 1 dengan nomor urut. 
Kolom 2 diisi der'jgan rincian penggunaan dana sesuai-rencana kegiatan. 
Kolom 3 diisi denqan. rinciari pagu dana sesuai denqanrencana kegiatan. 
Kolom 4 · diisi dengan rincian. jumlah anggaran yang telah dibayar 
sebelumruja. 
Kolom 5 diisi dengan rinciari yang dimintakan untuk dibayar. 
Kolom 6 diisi dengan jumlah. permintaari dana sampai saat ini. 
Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7 . • 8. 
9 . .. 

. . ···.\· ..................................... , .... , .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

Telah dibayar lunas 
Bendahara ? 

.~;r 
(~ 

Pelaksana Kegiatan 
r-> 

; :1.n.t*AH-INI TELAH DIEK~M,IN~SI akukan verifikasi 
OLEH KABAG, HUKUM SE~ 

1 · ~MALUNG UN Se Nagori 
)£~:~;?:.~-~-:)() (~~ 20\S: ~.. . 

: .,--=.!~~GG!!:...._~L_::~ AF ... -1 
i.a~~~:····t···························· 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala N agori 

.............. · .. ·., tanggal : . 

NO. URAIAN ,: PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.D. YG S~KARANG SAMPAI DANA 

LALU SAAT INI 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

JUMLAH · . 

!'',:' 

1. Bidang . 
2. Kegiatan : . 
3. W aktu Pelaksanaan 
Rincian Pendanaan n ,tr; 

.·!, 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanj&Nagori Tahun 
Angg~; 2015. . . 

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( ·spp) 

NAGORI KECAMATAN ;· . 
TAHUN ANGGARAN .. .. 

:Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 

Janua.ri 2015 

Lampiran VI 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



·J.R. SA~GIH 

BUPATI SIMALUN·GUN, 

pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasi.fikasi kelompok · 

belanja Nagori. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesum dengan urutan kegiatan 

dalam APBNagori 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukii belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja · 
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan 

Dto 

Cara 

.. ,·~;!...................................................... . .. 

· Pelaksana · Kegiatan 

............................. ,tanggal 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja 'tersebut diatas sebagai terlampir, 
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan 
perundang-undangan, 
Demikian surat pemyataan ini dibuatdengan sebenamya . 

JUMLAH (Rp.} 

PE NERI MA NO. JUMLAH 
(Rp.) 

3 2 4 

URAIAN 

1 

1. Bidang : . 
2. Kegiatan : : . 

Format Pemyataan Tanggungjawab Belanja 
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

NAGORI KECAMATAN , . 
TAHUN ANGGARAN .. 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori Tahun 
Anggaran 2015. 

:Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 

Januari 2015 

Lampiran VII 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

i 



. . 
Cara Pengisian : 
......................................... 

BENDAHARA NAGORI, 

................ :/ tanggal t ,;(; . 
R.. 

MENGETAHUI 
PANGULU, 

JUMLAH 

No Tgl 

9 

SALDO JUMLAH 
KODE URAIAN. PENE:RIMAA .PENGELUARA NO PENGELUARA 

REKENING N N 1:3UKTI N KOMULATIF 
R. R. 

3 4 5 6 7 8 2 1 

.e. :: 

.. , 

·_..,:~ ,:. . BUKU .. KAS UMUM . 
NAGORI·.· ~ KECAMATAN : ~i .. ' . 

TAHUN ANGGARAN . 

Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 201.S · 

Januari 2015 ·: 
Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015 

Lam piran VIII 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

., 

Format Penatausahaan 
1. Buku Kas Umum · 

'" 



.. :;.;._.,.!.-· ... 

J.R. SARAGIH 

Oto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

"!';:,' • .;""•. 

,,, ,, ... 

Kolom 1 diisi denqari nomor urut penerima kas atau penqeluaran. kas 
Kolom 2 diisi denqari tanggal penerimaan kas ataii penqeluarari kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaari kas atau pengeluaran kas 
Kolom. 4 diisi dengan uraiari transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah. rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi denqari jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom. 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif penqeluarari kas 

. Kolom 9 diisi dengan saldo kas. ·· · 
Catatan : 
sebelum ditandatangani Kepala Nagori wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Nagori. 

·- 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ' . 

·:BENDAHARA NAGORI, MENGETAHUI T=HT!· 
PANGULU , 

................ , tanggal . 

No: TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SAL DO 
. (Rp.l (Rp.) (Rp.} 

. 1 2 3 4 5 : 

JUMLAi-I 

BUKU KAS FEMBANTU PAJ,t\.K 
NAGORI .- :.:~':·KECAMATAN ~: ':;~:.: .- . 

TAHUN ANGGARAN . 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 

Januari 2015 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
Tahun Anggaran 2015 

Lainpiran IX 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

" 11 .. 



J.R. SARAGI~ 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

------...--····,, 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas penqeluarari 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaari kas. 
Kolom 5 diisi denqari jumlah rupiah penqeluaran. kas. 
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

.•. 
•I 



I I I I I I I I It I I I It I I I I I I I It t It I I I I 

............. , tanggal . 
BENDAHARA NAGORI , 

BULAN 
BANKCABANG 
REK. NO. 

Cara Pengisian : 

········································· 

MENGETAHUi 
PANGULU , 

BUKU BANK NAGORI 
NAGORI. · KECAM-ATAN - .-- -;· . 

TAHUN AN'GGARAN . 

3. Buku Bank Nagori 

TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN 

No. TRAN SAKS URAIAN BUKTI SETO RAN BUN GA PENARJKA PAJAK BIA YA SAL DO 
I TRAN SAKS I TRAN SAKS I . (Rp.) BANK N (Rp.) . ADMINISTRAS 

. °{Rp.) (Rp.) I (Ro.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALTRANSAKSIBULANINI 
TOTAL TRAN$AKSI KUMULATIF 

. - ··.··::•. 1 

Lampiran X : Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor Tahun 2015 
Tanggal Januari 2015 

. Tentang : Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran 2015 

.. .. 



:.• ,. 

.. ! •. _ -------·-· 

J.R. SARAGIH 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

·-.·,.·,·· ._ ..... __ . · .. :··. -- .... 

Kolom. 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan penqeluarandenqari Bank. 
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. · 
Kolom 3 diisi dengan uraiari trarisalcsipemasukian. dan pengeluaran. 
Kolom 4 diisi denqari bukti transaksi. 
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran . 

. Kolom 6 diisi dengan pemasukari jumlah. bung a bank .. 
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah. penarikan. 
Kolom 8 diisi dengan penqeluarari jumlah pajak: 
Kolom ~ diisi dengan pengeluaran biaya ·adriiinistrasi. 
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 



~I:. 
KODE ··URAIAN JUMLAH JUMLA LEBIH/ KET. 

REKENI ANGGAR H KU RAN 
NG AN REALIS G 

:~~ (Rp.) ASI (Rp.) 
i:fj (Rp.) 

1 .. , ...• 2 3 ··- 4 
1 PENDAPATAN 
1 1 Pendapatan Asli Naaori 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong Rovong 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli 

Nagori yang sah 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 Dana Nagori 
1 2 2 Bagian dari hasil paj ak ' . v 

&retribusi daerah :,,: 

kabupaterr/ kota 
1 2 3 Alokasi Dana Nazori 
1 2 4 Bantuan Keuanzan 
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten /. 

Kota NASKAH INI l ELAH D/EKSA~ INAS/ (\I cu v. '"'. - 
SJf, 

""! nun.u1V1_.>c1 lAB. IAI 11111.-~1,i.i 
Pendapatan Lain lain · --· 1 3 NOMnD· -- ~~- 

i.-1,g...._,,..,\ ll·h I\~ -Q.., l")f~ 1 3 1 Hibah dan Surribangan TANG,GAL· :PARA dari pihak ke-3 yang 
fr tidak menzikat i ..a..1Jt-- I - <J.{){, 

3 2 Lain-lain Pendapatan - - I 1 ,. ........ 
Nagori yang sah 

JUMLAH· PENDAPATAN 

•.-\\:' 

' 
2 BELANJA 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAA~: 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 

SEMESTER PERTAMA ~F 
PEMERINTAH NAGORI -~············ :'.:: 

TAHUN ANGGARAN '. · 

(2) Format Laporan, Realisasi Pelaksanaan _Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori ·- 

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
N agori (Semester Pertama) 

: Peraturan Bupati Simalungun 
· Tahun 2015 
.Januari 2015 

: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
_Belanja NagoriTahun Anggaran 2015 

LampiranXI 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Nagori 

2 2 1 

2 2 

Perbaikan Saluran Irizasi 

• 

........ .:>r IAn !I'll 11:LAM 1,1cl'\.l>AIVllr.lA::i1 
ru c:u 1/AOl\r. !.II ~1111\J C::CTLlAO - dst .. · · 

SJMALLJN,-~UN 
11: .. .l __ ts i:,e·~·.4 .....,....., .. ,. 

- Komsijmsi Ranat 
- Penggadaan 
-ATK 
Belanja Barang dan Jasa 2 1 4 2 
Operasional RT I RW 2 1 4 

- dst ,:·.· . 
- Konsumsi Rapat 
- Penzzandaan 

-, ) 
2 1 3 Operasional Mauiana 

-ATK 
2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa. 

- dst . 

~ 
- Mesin TIK 
- Meia dan Kursi 
- Komputer 

2 1 2 ·3 Belania Modal 
.· ~ :· 

- Honor ·~~~~~~~~+-~~~~+-~~~-t-~~--~t--~~----, 
- dst . 

- Air, Listrik.dasn Telepon 
- Pemeliharaan 
- Perialanan Dinas 

- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan 

Kebersihan 

~ .. ,,·, 

2 1 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan. N aaori 

2 1 1 Penghasilan Tetap dan 
t Tunjangan .; 

2 1 1 1 Belania Pegawai: .";_·:· 

- Penghasilan Te tap •' 
;;. 

Pangulu dan Perangkat 
- Tunjangan Pangulu dan 

Perangkat 
·.o:-:0 

~ 
- Tunjarigan Maujana 

2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 

- Alat 'I'µ;lis Kantor 
.l;~l 

~! ~/ - Benda'..POS 
-Pakaian Din as dan 
Atribut 



I- 

2 2 1 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah ~erja 
- Honor n 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Maten$ .:-~~ .... : 
- d t !iii \q s .............. .. 

2 2 2 Pengaspalan jalan 
Nagori 

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 
. 
-Upah Keria 
-Honor 
-dst .................. · ............. 

- : ··········· 
2 2 2 3 Belanja Modal: 

-Aspal 
.,. Pasir ... 

-d.st ............... 

2 2 3 Kegiatan ........................ 
......... 

2 3 Bidang Pernbiriaan 
Kemasyarakatan .. 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan ·,, 

Ketentraman dan I Ketertiban 
2 3 1 2 Belanja Harang dan Jasa: ···: 

- HonoriPelatih 
- Konstimsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst .... : ................ 

·• 

2 3 2 Keziatazi ......................... ,· .... _......., 
'! tff , ,...u~U I ,.ll Tl=l Ji.H:b1EK ;AMINASi 

2 4 Bidang Pemberday aan .. - ....... 
,BAG, HUKUM ETKAI). OLEH K, 

Masvarakat ~MALUN1.;UN 
.. !-..,.,~=~ 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala NOMO.~: 3-D ~~ 201, . 
~---, P~.RAF Nagori dan Perangkat . TANG ;O.L -· 2 4 1 2 Belanja Barang dan w 

Jasa: ;~-l- IZO\S I 

- Honor pelatih ., ........ 

-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

-··· 

2 4 2 Kegiatan ... .- .................... . . 

..... 
; 

. . 



., . 
.)) 

... 

J.R. SARAGIH 

BUPA'fl S~MALUNGUN, 

TID 
( •.• ) 

DISETUJUI OLEH 
PANGULU 

Dto 

·~if 
tP .. 

:_!-·:':· 

2 5 Bidanq Tak Terduqa 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 

~· Biasa 
2 5 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
-Honor tim 
-Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ......... · ............... 

2 5 2 Kegiatan .... ; ................ 
i: 

JUMLAH BELANJA .. 

SURPLUS I DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaari 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Daria 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Nagori l 

Yang di pisahkan 
JUMLAi:I (RP) 

~~. : . 
'.} 

3 2 Penaeluarori Petnbiauaari 
3 2 1 Pembentukan Dana 

Cadangan 
3 2 2 Penyertaan Modal Nagori 

JUML~ { RP) ii'. 
! ,j \' .; 



. ·. ;, 

" .t.:. .. 
" , .. :f ,,. 

KODE t1URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET. 
REKENI ANGGAR REALISA. KU RAN 

NG AN SI G 
(Rp.) (Rp.) . (Rp.) 

1 ,~ .. 2 3 4 .. . ,. 

PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA ) 

1 PENDAPATAN 
1 1 Pendapatan Asli Naqori 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadaya, Partisipasi 

dan Gotong Royong 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan 

Asli N azori yang sah 

1 ~ Pendapaiari Transfer ~ 
1 2 1 Dana Nazori 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak 

&retribusi daerah 
kabupaterr/ kota 

1 2 3 Alokasi Dana Nagori 
1 2 4 Bantuan Keuangan 
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / fW• 

!i 

;,J.:;SKAH !NI ELA}! DIEKSAIV Kota INASI 
OLEH KARI .r. 1-11 .\{ 1 l~n ~C:Tl A"' 

1ALUNGUN 
- ·-· ~JI 

1 3 Pendapaiari Lain lain 'NO.V,OR: ~o?'ik7~,..-: ..,,... ..-- 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan : 

7ANCGAL r·-p,:;~ - 
dari pihak ke-3 yang 

r"f,'fp:l .. . T7- I tidak mengikat :2.3-1 ~~o,, 
1 3 2 Lain-lain Pendapatan ,~ 

Nagori yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 
· . 

LAPORAN REALISASI PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN .. 
BELANJA NGORI !' 

SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH NAGORI .. 

TAHUN ANGGARAN . 

.» , .. ... 
·T 

•. 

//'' ·,. ·· 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori (Semester Akhir Tahun) 

·Januari 2015 

Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 

Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori 

Tahun Anggaran 2015 

Laropiran XII : 
Nomor 

· Tanggal 
Ten tang 

... 
"';;tl;, '.i-~' , .. 



::: 

....... 
!j 

;:~~'· 
I. 

2 BELANJA 
2 1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Nagori 

2 1 ·1 Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan .. 

2 1 1 1 Belanja Pegawai: 
- Penghasilan 

..... 
Tetap 

Kepala Nagori dan 
Perangkat 

. · .. ~ .... 
- Tunjangan Kepala ,·, 

Nagori.dan Perangkat 
- · Tunjangan Maujana 

2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 BelanjaBarang dan Jasa ,_, ... , 

-Alat ~s Kantor '· .c : 

(H./ 
- Bend~FPOS 
-Pakaian Dinas dfan 
Atribut. . - Pakaian Dinas 

-Alat dan Bahan 
Kebersihan 

- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air Listrik,dasn ' 

.. Telepon 
- Honor .. - dst .............. ; ........ -;, 

2 1 2 3 Belania Modal 
- Komputer 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst .......................... 

2 1 3 Operasional Maujana 
2 1 3 2 Belania Barang dan .Jasa 

-ATK 
- Penzeandaan 
- Konsumsi Rapat 

·- ·dst jti~ .................... .:- 

2 1 4 ·o~isig1,1al RT I RW .. 
2 ·1 4 2 Befflnia]i~ang dan Jasa 

-ATK " !.!···· 

.. 
- Penggadaan :r•:-·.._..~,- 

Et.AH OtEl{SAN INASI · .~,.,.,.;:!Nr 
- Konsumsi Rapat OLEHKABi ~G, HL;KU'M SET: ~ts. 

. ~... . 
- dst ;:"}' foli-i.f..LJ'' \:lv" 

r- """"~ ..... --,•~-~--- .. 
NCMOR: ;ro[li~_-:;.?ni , ... ................................ ~·-",\ 

,..: . ·- .,.AN!.:..f.1.1:\I ~ r"";=...\·/~J~ 
, 

2 2 Bidang Pelaksanaan r Pembangunan Nagori 2g-l- 2:) ,- 

. :·i· 
·,. :., 

-~ 



I 
I • 
I 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irizasi .. . 

2 2 1 2 Belanja'Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor .. 

~ - dst .................... 
2 2 1 3 Belanja Modal 

- Semenf~' .; .... _ ..,__,;., 

- Material 
- dst ............ -- 

2 2 2 Pengaspalan jalan 
Nagori 

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa . . 
+Upah Kerja 
-Honor 
-dst .............................. 

. . . . . . . . . . . 
2 2 2 3 Belania Modal: 

-Aspal 
-Pasir 
- dst ... :: .......... 

2 2 3 Kegiatan .... .- ........... - ......... 
......... 

2 3 Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan 
Ketentraman d.an 
Ketertiban 

2 3 1 2 Belanja'Barang dan 
Jasa: .·{ 

- Honor. Pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan.Pelatihan 
- d ':{!! .,f"· st ... ·;··,+·············· .. 

. . <¥i ~·· ·- 

2 3 2 Keziatan ..........•........... 
II.I Ii "'"-~-U .iUI ..-r-1 .~u r'\11::llCt\nAIM ~d 

2 Bidang Pemberdayaan ·- "' . 
M-lH<UM SETKAI I 4 OLEH KABAG, 

Masyarakat ~MA _UHGUN 
Kegiatan Pelatihan 

, __ ... ... . 

i~;.~J£_ ""_J 2 4 1 .. •,!".), ~ 
I : . '> ' 

Pangulu dan Peranzkat f.. ·.. 
0 

•1 • • ·~~~~nH~ ~- Fi·.-:-~Ai: ~ 

2 4 1 2 Belanja Barang dan r-=~· ........ ,. .. ..,-......~ .......... -. ....... 

ft . 
~ 

Jasa: 2S- l-20rc; ! 
- Honor pelatih --a·.:,_ 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ................... · .. 

. .•. 



.... J.R. SARAGIH 
.··:,f 

Dto 

TID 
( ) 

NASKAH tNI TELAH DIEKSAMINASI 
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB, 

S)MALUNGUN 
i.---- ....... -- ..... ~,i,up,o.~:"'~.1;QIIU~ 

NO-MO~:· ~ / l\;q\c..;.~lL- .. 
TANGGAl. . P/l,.RAF 

DISETUJUI OLEH 
PANGULU . 

... 
BUPATI SIMALUNGUN, 

- I 

;,7,t 

-. {t. ;,,· 4,z: su "':·--:~ .. 

2 4 2 Keziatan .................... 

2 5 Bidana Tak Terduaa 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa 
2 5 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
-Honor tim 
-Konsumsi 
- Obat-obatan ,·, 

-dst ................. - ....... 
.. 
l~ 

2 5 2 Kegiatan. .................... 

JUMLAH BELANJA 
.. 

SURPLUS I DEFISIT 

3 PEMBIAYMN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan: 
3 1 I SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Nagori 

Yang di pisahkan 
JUMLAH (RP) 

3 2 Pengeld&ran 
.}.,;.:; 

Pembiciiaan .;-,: .. ·, 

3 2 1 Pembentukan Dana 
k Cadangan 

3 2 2 Penvertaan Modal Nazori 
JUMLAH ( RPl 

'I 



1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten. 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); · . . 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, 

,J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

Mengingat 

b. bahwa .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu membentuk Peraturan Nagori 

: ,1.::i.~'.?J~-~\L-;-;._:'20~· ~:.!-~----~ tentang laporan : . 

: a. ,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor Tahun . . . . .. ten tang , 
Pangulu wajib menyusun Peraturan Nagori tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

cl:Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
1/fNagori.. ., Tahun Anggaran 2015; ·~ . . . 

-·::.1 PANGULU .. , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

- 

RANCANGAN PERATURAN NAGORI . 
,·, NOMOR TAHUN . 

TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNQ-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI ., .. 
TAHUN ANGGARAN . 

PEMERINTAH NAGORI . 
KECAMATAN . 

KABUPATEN . 

REALISASI . PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN 

: Peraturan Bupati Simalungun 
,0.f1hUn 2015 
''Januari 2015 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori 
Tahun Anggaran 2015 

Lampiran.XIH 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

. ; .. · 

LAMBANG 
PEMDES 

(3) LAPORAN 
APB-Nagori 

.. 



r: .. '• 

", -~•--}f 

.. -- ·· .... 

:,:1· . ,,· 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, · 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4 .. Undang .. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
.Indonesia TahunZu l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); · 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jen tang Pemerintahan - 
Daerah (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Un_dang Nomor 2 Tahun 2014. 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor - 246, Tambahan · 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan · Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran - Negara Republik 
Indonesia - Tahun 2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213~ · Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 5539)"; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Nagpri Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _ 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 5558); · 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
------·="'--," Pengelolaan Keuangan Nagori 

.;KArt,NITELAl-1 OIEKSAMINAS; 1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 
0LEH KABAG. HUKUM SETKAB. 2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah 

-- · ~!MAL!JNGUN Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri. "D" 
-·~~·~ie-~[~20 Nomor·l3); 

· TANCGAl. ! Pti.,_,A_F_-i'-2. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun - -~-=----i~· 2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten 
· ~2--9\& J~ , .. Simalungun Tahun 2006 Nomor 1°4 scri.:~D" Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kab.upaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 
2014 tentang · Perubahan keempat atas Peraturan 'Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor "i 7 'Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Simalungun - ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun. 
Tahun 2014 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3) ; 



RANCANGAN PERATURAN NAGORI . 
TENTANG -LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN· 
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN . . ~ . 

PENDAPATAN DAN· BELANJA NAGORI . 
............................ TAHUN ANGGJ\RAN 20 MENJADI 
PERATURAN · NAQORI \.............. TENTANG· 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANQ-µARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NAGORI TAHUN 
ANGGARAN 20 . 

Menetapkan 

t ~ ,:., . . , 

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGQRI . 
DAN 

PANGULU . 
MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 

. ~· 

3 . Peraturan Daerah · Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarija D.aerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 {Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun ~014 Nomor 6 Seri D 
Nomor 6); 'F 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten ; 

6. Peraturan · Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2006 
tentang Pedoman Administrasi Nagori; ;> 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri r.:o!j?r 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 · 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah; 

8. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12· Tahun 2013 tentang 
· Periibahan Kedua AtasPeraturan BupatiSimalungun Nomor 3 . 
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja . 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 20); 

9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 01 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagori , Bagian dari Hasil · 
Paj:~ dan · Retribusi Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun-Nomor 237 ); 

10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap · Pemerintah Nagori dan 
Besaran Tunjangan Pemerintah Nagori dan Maujana se- . 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015: (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 238 ); 

11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 2015 ten tang 
Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor .... ); · . . . 

: ft. ·, ·~-- : 

···-·-··---- 



~3- l-20\S "-·. 

-~·1 ~"'\ 
,i,,::iKAftJl,NI TELAH DIEl<SAMINASI . 

OLEHJ~ABAG, HUKUM SETKAB. 
~IMf:.LIJfli;J!JN 

11-N_O_M __ OR_: __ • .,"'.io[f'A;~· -- .. __ .. __ ,.,~, .. ~....1£- 
'.'ANGGAL (._ ~-..,, .~/.\F 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini. 

·,\ 

:,, Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian 
l 

Pasal3 
.rke N agori, 
,f 

I?'> ,. 
l'·· : Laporan Program Sektoral dan Progra.w, Daerah yang masuk 
\., 

2. Lampiran II 

· Pelaksanaan Realisasi 
Peraturan N agori ini terdiri dari: 
1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban 

APBNagoriTahun Anggaran ; 

:~ 
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Pasal 2 

= = = = = = = = = ===·== 

Rp · . 

Rp .. ·.: . 

Rp . 

3. Pembiayaan Nagori 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

Rp . 

Rp _ . 

Rp -. . 

Rp . 

Rp . 

Rp ; . 
i' ~ ~~· 

. . ,1 
Rp :·.: . 

i '·' 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bidang Tak T1#duga 
.Jumlah Belanja" 

Surplus/ Defisit 

... 
Rp ; : . 

sebagai berikut: 
1. Pendapatan Nagori 
2. Belanja Nagori 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran .dengan rincian 

'. ,,. 



·- . 
• t 

1 

le 

···:_, •• 
• 

.J .R. SARAGIH 

BUPATI Sl~ALUNGUN, 

............................................... 

PANGULU ., 

Ditetapkan di .. 
Pada tanggal . 

Pasal 4 
Peraturan Nagori ini'rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

:r· Peraturan Nagori ini dalam Lembaran Nagori dan berita Nagori oleh 
i 

Sekretaris Nagori. 

Dto :-~,··· 
. I 



~Mt,L ~!\!GUN 
E--,mm,..m-=-•-"'.aa-..-..1t7"-:A~......-::..-· -+--.r.iJ 
..:::£:"2~'~~~-..,a_q.[~ ~£:~lS:-.. -t--...Y' 

.,.ANGGA( p,;,~::.r.1,1: ;- .• ,~~...... ;J-- ;-..., . ..,_ 

Q9,-\- _ro~ ~- j( I 

2 1 1 

:·,,t•::iKAH l.NI TEL,lH D!EKSAMIP 'ASI 
. OLEH KAAA~ 1-lli!<tlM ~l=TK.1.A 

2 1 
2 

1 3 2 

c· 

1 3 1 
1 3 

1 2 4 2 
1 2 4 1 
1 2 4 
1 2 3 

1 2 1 · 
1 2 

1 1 2 

Lain-lain Pendapatan Asli : -; ~ j 1----i--:,~'.-..j...-+--~N:...:.=ag_g,o::..:n:.:·-"-y-=an=Lg2-s::..:ah=-=-----· ---+-------+,,--------1------+--- 

Pendapatan Transfer 

1 1 1 

1 2 2 

' :·i 

.l" 

,,,. 

Pendapatari Asli Naaori 

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

Bidanq Penuelenqqaraari 
Pemerintahan N aaori 

BELANJA 

JUMLAH PENDAPATAN 

Lain-lain Pendapatan 
Nazori yang sah 

Hibah dan Sumbangan dari 
pihak ke-3 yang tidak 
menzikat · 

Pendapatan Lain lain 

Bantuan Kabupaten I Kota 
Bantuan Provinsi 
Bantuan Keuangan 
Alokasi Dana Nazori 

Bagian dari hasil pajak 
&retribusi daerah 
kabupaterr/ kota 

Dana Nagori 

Hasil Usaha 

6 5 3 4· 

1 1 
PENDAPATAN 

2 
1 

1 

URAIAN KET. LEBIH/ 
KU RAN 

G 
(Ro.) (Rp.) (Rp.) 

l 
ANGGARA tfiR~ALIS 

N . ASI 

Swadaya, Partisipasi .dan 
Gotong Rovonz 

KODE 
RE KE NIN 

G 

1 1 3 

l . 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB-NAGORI 
PEMERJNTAH NAGORI .i., . 

TAHUN ANGGARAN .. · .. 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori 
Tahun Anggaran 2015 

Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 
Januari 2015 

Lampiran XIV : 
Nomor 
Tanggal 
Tentang. 



.. 
' .. 

.,~ .. • 

2 1 1 1 Bela.nja Pegawai: 
- Penghasilan Te tap Kepala 

Nagori dan Perangkat 
-Tunjangan Kepala Nagori ',!' ... 

dan Perangkat .r. 1·· 
- Tunjangan BPD 

2 1 2 Operasional Perkan to ran 
2 1 2 2 Belania Barana dan Jasa 

... - Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
-Pakaian Dinas dfan ·.• .. · 

i: 
Atribut J:.i; 

- Pakaian Dinas t .. 
J 

- Alat · dan Bahan ·y; 
Kebersihan I 

J, 

- Perialanan Dinas i 
! 

- Penieliharaan . 
: 

- Air, Listrik,dasn Telepon 
- Honor 
- dst.; ..................... 

..... 
.. · ... 

2 ·1 2 3 Belania Modal 
· .. -, 

e-. 

- Komputer 
- Meja dan Kursi 
- Mesin TIK 

; - dst .......................... 
2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belania Barang dan J asa : 

-ATK 
- Penggandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ........................ -. 

'. 
2 1 4 Operasional RT I RW ~ ··r 

2 1 4 2 Belanja Baranz dan Jasa 
-ATK 
- Penzzadaan 
- Kornsumsi Rapat 
- dst ......................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan 
Pembanzunan Nagori ·i.:dR.i,,.HINI iELAf DIEKSAMINti ·51 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irizasi UL.CM I\At:SAL'i, Hlj KU,~1 ~ETKAE. ,.. ,. . ... , .. 
2 2 1 2 Belania Barang dan jasa .... ~ r 'U \l,,o\,•I ,,, .......... 

, ............. _ ,_,,..,.":""' .;;.r!CSlll-c,-~.a;: -. 
- Upah Keria - ~~~~-~:~. ..Cl....Jf1 rl IC-~ 

'\'"A !\.I....__ II.• -· -- 
- Honor ., --, ··- ,...·,.l'\r ... 

,f / 

- dst, .......... : ........ • ~ - l - .2ol ('" .,n 
2 2 1 3 Belania Modal .. 

- Semen 

'; :..: 

• 

.. 

. .. 
::.~.~i~ ... 

. ..: 



2 5 2 Keziatan - . 

- Obat-obatan 
!·~f - dsti . 

- Konsumsi .... A!\JGGA i Pt,,~AF 

2 5 1 2 Belanja Barang dan ..:::J:..:::a:::::s.:::a.:_: --1---:·~ .. -~-~--~~-~~!fl!N!!!!n;}""'.L""'U~-~t:,..,W=1H="¥"_=~;-+-----1 
- Honor tim ~~~ : ~ (l\u\<: · 2.Gtc 

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar .-~ASf,A;i IN TELAH DiEK ,:\MINAS! 
Biasa OLEH KAE~G. HtiiWM .! ETKAS. 

2 5 Bida.r.ig Tak Terduqa 

2 4 2 Keziatan. . 

-dst . 
- Bahan pelatihan 
-Konsumsi 

1 2 Belahta Baranz dan Jasa: 
- Honor pelatih 

v 
1: 2 4 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala 
Nagori dan Peranzkat 

' . Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat . 

,,- . • 

-dst . 
- Bahan Pelatihan 
-Konsumsi 
- Honor Pelatih 

2 3 1 2 Belanja Baranz dan J asa: 

2 3 1 Kegi~tan Pembinaan 
Keterrtraman dan 
Ketertiban 

1-.l' 

2 3 Bidang Peinbinaan 
Kemasyarakatan 

Kegiafan _;_ .. _.·_;_·•_;_··-··-·-· --4------~----+-------- ·:~ 2 2 3 
~t- 

- dsti~---· . 
-Pasir 
-Aspal .(!•.: 

2 2 2 3 Belanja Modal: 
·•·· .-1 -dst . 

-Honor 
- Upah Kerja 
Belanja Barang dan Jasa 2 2 2 2 
Pengaspalan ialan Nazori 2 2 2 

'.":, 
- dst;.·.·.~········· 
- Material 



J.R. SARAGIH 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, · 

Pangulu ;~'. . 

TANGGAL 1 . 
.. , 

i_ .. 
:', .· ·, 

JUMLAH BELANJA 
·' 

: 

SURPLUS I DEFISIT ... ,. 

' 
3 PEMB)AYAAN :'.. 

3 1 Penetimaan. Pembiauaari :· 

.. 
3 1 1 SILPAl 
3 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Nagori 

Yang di pisahkan 
JUMJ;;lH ( RP ) (,.,, 

·1 ~ ~ .. • I: .. ... .; 

3 2 Penaeluarari Petnbiauaari 
3 2 1 Pembentukan Dana 

Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Nazori 

JUMLAH ( RP) 

- Pembiayaan Netto 
(PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN - 
PENGELUARAN. 
PEMBIAYAAN ) i 

- SILPA tahun · berjalan ' 
.. 

(SELISIH ANTARA 
PEMBIAYAAN NETIO 
DENGAN" HA SIL 
SURPLUS/DEFISIT) 

t. 

.... 

. .... 

~. 

.... ' 



URAIAN TAHUNN TAHUN N-1 
· (Tahun Periode (Tahun 

Pelaporan) Sebelumnya) 
I. ASET NAGORI 

A. ASETLANCAR .· 

1. Kas Nagori 
a. Uang kas. di Bendahara Nagori T': ... b. Rekening Kas Nagori 

:l 2. Piutang 
r 1. Piutang Sewa Tanah 

2. Piutang Sewa Gedung 
3. dst ...... 

3. Persediaan ~ 
Kertas Segel a. 

b. Materai 
c .. dst ...... 

.... . . 

JUMLAH ASET LANCAR 

• B . ASET TIDAK LANCAR 
'{~ 

a. Investasi Pi~anen 
i \i ..... 

!~ i. Penyertaan Modal Pemerintah 
I Nagori •' t 

b. Aset Tetap 
.\~ 

- Tanah -i· , .... ~-·-~·· 
,·: > 

- Peralatandan Mesin 

~.t - Gedung dan bangunan INASKAHiNITTL.AH D!EK~ AMINASt f .~ - :' Jalan, Jaringan dan Instalasi 
I OLEH KAB_AG, HUKUM s ·~T!{AB. 1 - ~\IMALlJHGUN ··i:.: 

i JEg~~~:~ •""I'"•:..'!.'="'·':--~ 

- dst ....... 
~~ Dana Cadangan 

·rMJGGAL PA P..AF · c. 
. ft 1. Dana Cadangan . ~3-\-:20,\~ ,; ... 

d. Aset tidak lancar Lainnya 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR !:; ·- JUMLAHASET (A +BJ I . 
A:~• 
·III.KEWAJIBAN JANQi<A PENDEK 

' JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

JUMLAH KEK.l\.YAAN BERSIH( I -II) 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGORI 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 

: · Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori 

Tahun Anggaran 2015. 
' 

Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 
Januari 2015 

Lampiran XV : 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

.,: 



i::;·i 

Cata.tan: 
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APB- nagori khususnya pada 
pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman. r-·~·--.....------- 

! ·• ·iKr.ri INI Tf.:LAH OIEKSAMINASI 
: OLEH K.ABt\G; HUl<UM SETKAB. 

. ~!MALUi~GUN 
~'11!t'..S-..•,;:~J\lll.6:II .. -A~r~.·:a<"',.:.i.,w,rJr.:==-...-.i 

~~: .• : e- :f?§L~2Q~\S:.. 
... AM·.-.:,A··. ~- Pt1.RAF r,-,,,--··--·r ..... ·~·-~-"""""" 

1~,;...l::P-~,11e1: .. , i .•·.--. :':":'<1•,....i1:·•w.•·oi·r::"11r,·. 

utang yang timbul karena adanya pinjamari oleh 

• i 

"~;,, 1. Aset nagori adalah. barang milik nagori yang berasal dari kekayaan asli 
. ; -~}:i nagori, dibeli ataµ diperoleb. atas beban Anggaran Pendapatati dart Belanja 

,• ' '.·: . nagori atau perolehan. hale lainruja yang sah. . 
· J 2. Uang kas adalah. uang milik Pemerintah. nagori,. baik: yang disitnpari di 

Bendahara nagori maupun. di rekeninq kas nagori. 
3. Piutang nagori adalah tagihan uang nagori kepada pihak yang mengelola 

kekayaan naqori, .. antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan ·akan 
diiunasi dalam)?waktu paling lama 1 (satu) ta};1µh. anggaran sejak 
ditetapkannya kerjasama tersebut. · 

4. Persediaan adalah suatu kekay!={an berupa barang milik pemerintah: Nagori · 
,'. i . yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharqa 
~: dalam periode normal, antara lain kertas segel, maierai, deposiio, giro. 

5. Aset nagori tidak: lancar meliputi penyertaan modal pemerintah nagori dan 
aset tetap milik nagori aniara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
banqunan; jalan, jaringan dan instalasi. · 

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampu.ng kebutuhari 
yang memeriukari dana yang relaiif besar yang tidak: dapat dipenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 

7. Kewajiban adalah 
Pemerintah. 

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan \ kewajiban pemerintah 
°i-"i N agori . . r 

.·,; 
Penjelasan tabel: 

J.R. SARAGIH 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, ·.~; y 
-~I 1.6- .' '. 

PANGULU .- .. 

TANGGAL . 



!'! 

------------~'·;:; 

tanggal, 

No. Jenis Lokasi Rincian Volume Satuan Sumber Jumlah 
Keziatan Keziatan Keziatan Dana (Rp) 

.· . . . 
i }. 

. . -, . 
l 
,· 
! 

Sub Total Jenis Kegiatan 
(1) ,' . Rp .. ....... , ... 

'.'""- -- " . ·. ~ l '''' ~H tNi TELAJ-i_l 11!:K:St,MINAGI 
OLE! ~ KABP,G, Hu~ UM SETl<AEI. 

j ~.IMALIJM• ,UN .. - ~..f"AWlll~DloVC., l1M • 

, NOMO ~~~~2.21~ c. -2Dl~ i=--- =-'"' ' i·~-2 NGJ/.U. @ PAP.AF 
~~~;!Qr.: 

tr l- 2DlS ,. t .:2..3- 
Sub Total Jenis Kegiatan 

··.:.;.,..,nr:i,i 

(2) Rp . 
.. ,,: 

I ! 

i Sub Total Jenis;Xegiatan I (3) Rp·. 

:ri.i. 

Sub Total (4) 
.. 

Rp. 
Total {1 s/d 4) Rp. 

Ka bu paten 

Kecamatan 

,·) 

Tanggal 
i 
·~agori 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGORI 

: Peraturan Bupati Simalungun 
Tahun 2015 
Januari 2015 

: Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori 

Tahun Anggaran 2015 

Lampiran XVI 
· Nomor 

Tanggal 
Ten tang 

,. 



- ;,, 

\ 
I 

...23-{ -.2o~ 

J.R. SARAGlH 

Dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

·~ 
I 

( .. .- ) 

Pangulu 



...... _ . 

DIKETAHUI : 
·CAMAT · .. 

MATERAI 6000 

untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretarls Nagori harus bertanggungjawab seperiuhnya. 
Demikian Berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Pangulu Bendahara .. 

1 Dengan dilaksanakannya pembayaran penarlkan dana:ADN tahap PERTAMA besar 
( : ) 

,. ~I a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori Rp. 

l b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori Rp. 

i' c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 
d. Bidang Pernberdayaan Masyarakat Rp. 
e. Bidang TakTerduga Rp. 

Jumlah 

1 Pelaksanaan AON untuk Nagori Kecamatan Kabupaten Simalungun 
Kegiatan ADN Tahun Anggaran 2015 

2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan adrninistrasi maka 
kami mengajukan pencalran dana dan ADN tahap PERTAMA I · (40%) dari Pagu sebesar Rp. 
dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut : . . 

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa: 

Pangulu 

Benda hara 

1. Nama 
Jabatan 
Kecamatan: 

\ 
2. Nam a 

Jabatan 
Kecamatan: 

Tahun 2015, kami yang bertanda tangat · Bulan tanggal Pada hari ini 
di bawah ini: 

Sirnalungun 
Sumatera Utara 

Nagori 
Kecarnatan 
Ka bu paten 
Propinsi 
Nomor/Tgl 

lt'ORMAT PERMOHONAN PENC~RAN. ADD TAHAP I 
AL0~$1 DANA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015 

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP) ADN TAHAP PERTAMA I l 40 % l. 
Nomor : 

ft. 
.,,. I 

~ 
. ~ 

.)11 

\: 



(' 

, . 
.) .. ...................................... , ......•.... 

DIKETAHUI: 
CAMAT . 

Pangulu ·aendahara 
,.·/\GI\AH INI TELAH OIEKSAMINA.SI 

OLEH KABAG, HUl<UM SETKAB. 
~MALL%:,UN cm------·~:N.,;.A?fi,..,,..~,,,~- 

. NOM_9~.~ ~ ( _ 20 ~- 
.,.AMGGAL PAR.AF 

MATERA! 6000 

untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnva, 
Demikian Serita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. -· 
( ····················:·······································································~> 
Dengan dilaksanakannya pembayaran penarikan dana ADN tahap i<EDUA besar 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori Rp. ,. b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori Rp, 
c. Bidang Pembinaan Kernasyarakatan Rp. 

( d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 
e. Bidang Tak Terduga Rp. 

Jumlah 

1 Pelaksanaan ADN untuk Nagori Kecamatan Kabupaten Simalungun telah siap untuk 
melaksanakan Kegiatan ADN Tahun.Anggaran 2015 

2 Telah ditetapkannya APB,~agori dan telah terpenuhinya persvaratan teknis dan administrasi maka kami 
mengajukan pencairan diirta dan ADN tahap KEDUA (40%) dari Pagu sebesae-Rp. -r~.·, . i <, 

dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut : ·,·• ·· 

Dengan ini bersama-sama rnelakukan persiapan bahwa: 

Benda hara 

Pangulu 
1. Nam a 

Jabatan 
Kecamatan: 

2. Nam a 
Jabatan 
Kecamatan: 

Tahun 2015, kami yang bertanda tangan Bulan tanggal Pada hari ini 
di bawah ini: 

1· 
' ,iw.~. 

Simalungun 
Sumatera Utara 

Nagori 
Kecamatan 
Ka bu paten 
Propinsi 
Nomor/Tgl 

ALOKASI DA~A NAGORI TAHUN ANGGARAN 2015 
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP) A.ON TAHAP KEDUA II ( 40 % ) 

Nomor: 

. :~~ .. 



CAMAT ~ . 
DIKETAHUI : 

.............................. .;;.} •......... 
I -~ ; 

. · .. <'•~~ 
· Dendahara 

MATERA! 6000 

Demikian Berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. ,r·~H lNI TELAH DIEKSAMIN.ASI 
OLEH KAaAG. HU KUM SETKAB. 

Pangulu . . ~-M,~t l.lf'~{;u~~ . 
:,'- ,-:,t,,..,..=: .. ,:.~ .. ,6! .... ~,.~ .... ,-:.i ..... ,,../, -J . .: ,- aot, ;._o 
u··----~·'3:.:...·. -· ---~-·--~'f'i·'" -- ... ~-~~--i 
,·-~(1;.JAL P11RAf. 

1 ..... .;]._a_..:._1 -"'_Q.Q..,...;r....J-..,._......,, __ t..:__. ~ 

Dengan dilaksanakannya pembayaran penarikan dana ADN tahap KEDUA besar 
. ;~~ ( ; ~ ) ' .·· 

-r untuk pembiayaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnva. 

•, .. ·.\~~~· 
! 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. Bidang Tak Terduga 

Jumlah 
e. 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori 
b. Bidang Pelaksanaan PembangunanNagorl 
c. . Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat · 

·"" ... 
dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut : 

-~.. 2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persvaratan teknis dan administrasi maka kami 
mengajukan pencairan dana dan ADN tahap KETIGA Ill (20%) dari Pagu sebesar Rp. 

1 Pelaksanaan ADN untuk Nagori Kecamatan Kabupateri Simalungun telah siap untuk 
melaksanakan Kegiatan ADN. Tahun Anggaran 2015 • • 

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa: 

Benda hara Jabatan 
Kecamatan: 

. 2. Nama .. 
·-,·_'., 

Pangulu 
1. Nama 

Jabatan 
Kecamatan: 

f'' 

!· 

··;·, 

Simalungun 
Sumatera Utara 

Nagori 
.,. Kecamatan .•. 
-. Kabupaten 

Propinsi 
Nomor/Tgl 

ALOKASI DANA NAGORI TAHUN ANGGAR~I\J 2015 
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN AON TAHAP· KETIGA Ill ( 20 % ) 

Nomor : 

Tahun 2015, kami yang bertanda tanga Bulan tanggal Pada hari ini 
di bawah ini: 



~ -- ---------- 

,. .. 

.. ' .... 

Ketua Maujana ......... , Pangul:U Nagori 
/'.': 

Menyetujui 

- 
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya. 

. t 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan . 
a. Kegiatan . 
b. dstr . 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan . 
c. Kegiatan . 
d. dstr . 

5 .. Bidang Tak Terduga 

•• . ,; 

kami warga Nagori : , Kecamatan · , Kabup;~tep. Simalungun, telah 
. rl!iengadakan musyawarah dalam rangka menetapkan jenis-jenis · usulan dari Alokasi 

Dana Nagori. Tahun 2015 (daftar hadir terlampir] dengan hasil sebagai berikut: 
· 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerin tahan N agori 

a. Kegiatan : :~ . 
'b. Kegiatan . 
c. dstr . 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori 
a.· Kegiatan · 
b. Kegiatan . 
c. dstr . 

.......... ·tanggal , bulan , tahun Dua ribu lima belas, Pada Harl ini 

BERITA. ACARA HASIL MUSYAWARAH 

.: 

·····-···· ·-·····--- 



. ....•....•...........•..•.... ....•...•.........•... 

. Pembuat laporan, 
· Sekretaris . 

:· I 

Dike~ui: 
Pangulu Nagori . 

..•.•..••...•................. 

Menyetujui 
Pangulu N agori. . ;~ 

l 

No Nama Jabatan. Alam.at Tanda 
.. I•••• Tangan 

1 .. 
2 
3 
4 
5 
6 ·'-" 

·. 

'7 
8 .. 
g 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 ::: 

·- 19 
20 
21 
22 ' 
23 
24 r-'. ·.· - .. ~· ,rn TS:I 6..M OIEKSAMINAl~I 
25 ~ (ll FH KABAG, HOKUM SETKA~· 
26 ~IMALUN\:,UN 

27 NOMOR: to "'.~ ,.,,...,, C' 

28 - .;j\!'/GGAL l"P.t:.Ar ':,.: 
; .. .;' 

29 -14' .. 
30 13 J \ .. ZQlc;' I I 

I' 

.. 

. . . 

Hari/Tanggal 
Pukul 
Tempat 
Acara 

DAFTAR HADIR 

·li 
I 

.. . 

i c 

.... r .: ., 


